PUTUSAN
Nomor 3/G/2025/PTUN.SMG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam
tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggaraka secara elektronik
melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:
Dra. GRAy. KOES MOERTIYAH, M.Pd (selaku Pengageng
Sasana Wilopo Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat
berdasarkan Surat Kakancingan SISKS Pakoe Boewono XIi|
No. 70/D.13.S.W.10/2004 tanggal 26 Oktober 2004),
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karaton SURT
01 RW 01 Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon
Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan
Wiraswasta, domisili elektronik Bray.lungayul6@gmail.com;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:
1. H. ARIF SAHUDI, S.H., M.H.;
2. SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO, S.H., M.H.;
Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
dan Konsultan Hukum pada Lembaga Hukum Karaton
Surakarta Hadiningrat beralamat kantor di Jalan
Kamandungan Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar
Kliwon Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, domisili
elektronik sigitsudibyanto@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2025;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
Melawan
1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA, Tempat
Kedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 2
Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasar Kliwon Kota
Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
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YENI APRILIAWATI, S.H., M.P.S., M.Eng.;

ARIE PRABOWO, S.H.;

VEKY NOVIAN SASONO, S.H.;

FX. SASADARA PASKA, S.H.;

TRI'WULAN DWI HANDAYANI, S.H.;

ARDYANTO IMAM WICAKSONO, S.H,;

ZAKY BASWENDRA WIBHAWA, S.H.;
MUHAMMAD ARIF FAUZI, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

© N o g bk~ w DN PR

Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota
Surakarta dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta, alamat kantor di Jalan Jendral
Sudirman Nomor 2 Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Provinsi Jawa
Tengah, domisili elektronik hukumhamsolo@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor DC/877/1/2024
tanggal 31 Januari 2025;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

. GUSTI KANJENG RATU PAKOE BOEWONO,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karaton
Kasunanan Surakarta Hadiningrat Jalan Sasono Mulyo
Nomor 1 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Baluwarti
Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Provinsi Jawa
Tengah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. (c) KPAA. FERRY FIRMAN NURWAHYU, S.H.,
M.H.;

KMT. RIZKY RAHMAWATI PASARIBU, S.H., LL.M.;
KRAT. SUDARMONO, S.H., M.H.;

NADHIFA KHAIRUNNISA, S.H., M.H.;

MUHAMMAD ISA NURWAHYU, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

o bk DN

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma
Hukum FIRMAN NURWAHYU & PARTNER beralamat di
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Graha Komando Lt. 7 Jalan Cipinang Indah Raya Nomor
1 RT. 001 RW. 013 Kelurahan Cipinang Muara
Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Provinsi DKI
Jakarta, domisili elektronik
f_firmannurwahyu@yahoo.com, berdasarkan  Surat
Kuasa Khusus Nomor 002/SKK/GKRPB-FN&P/11/2025
tanggal 17 Februari 2025;

Selanjutnya  disebut  sebagai TERGUGAT [l
INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor
3/PEN-DIS/TF/2025/PTUN.SMG, tanggal 15 Januari 2025, tentang Lolos
Dismissal;

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor
3/PEN-MH/2025/PTUN.SMG, tanggal 15 Januari 2025, tentang Susunan
Majelis Hakim;

Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 3/PEN-
PPJS/2025/PTUN.SMG, tanggal 15 Januari 2025, tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor 3/PEN-PP/2025/PTUN.SMG, tanggal 15 Januari 2025,
tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan. Tata Usaha Negara
Semarang Nomor 3/PEN-HS/2025/PTUN.SMG, tanggal 25 Februari
2025, tentang Hari Sidang beserta Lampiran Jadwal Persidangan (Court
Calender);

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor
3/PEN/2025/PTUN.SMG, tanggal 25 Februari 2025, tentang Perubahan
Nomor Perkara dari Semula Kode Perkara TF menjadi G yaitu dalam
perkara dengan Register Nomor 3/G/TF/2025/PTUN.SMG menjadi
Nomor 3/G/2025/PTUN.SMG;

Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor
3/G/2025/PTUN.SMG., tanggal 4 Maret 2025;
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8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara

di persidangan;

DUDUK PERKARA
Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 Januari 2025, yang

didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang pada tanggal 15 Januari 2025, dengan Register Perkara
Nomor 3/G/2025/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki tanggal 25 Februari 2025,

serta diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi

Pengadilan pada tanggal 04 Maret 2025, Penggugat mengemukakan pada

pokoknya:

OBJEK GUGATAN

Berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) vyaitu Pencatatan
Perubahan Nama dari semula bernama “WINARNI” menjadi : GUSTI
KANJENG RATU PAKOE BOEWONO, NIK : 3372034206720006, Tempat
tgl Lahir : Sragen, 20-06-1972, Tempat tinggal : Karaton Kasunanan
Surakarta Hadiningrat, Kel. Baluwarti, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

1. Bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, menegaskan

bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha
negara. Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang
Nomor 51 Tahun 2019, dijelaskan bahwa Sengketa Tata Usaha
Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara
antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat
tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU RI No. : 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) , sebagai berikut :
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“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi
tindakan hokum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,
dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau
badan hukum perdata’.

Bahwa bentuk surat/produk pemerintah yang masuk kategori TUN

berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009, memiliki

beberapa karakteristik sebagai berikut :

a. Penetapan tertulis hal ini untuk memudahkan dalam pembuktian.

b. Dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang
berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bersifat konkret, artinya tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu
atau dapat ditentukan.

d. Bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi
tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu
lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan
itu disebutkan.

e. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat
menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan
persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final
karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban
pada pihak yang bersangkutan;

Bahwa Pasal 87 UU RI No. : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, berbunyi sebagai berikut :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha

Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
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b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di
lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara
lainnya;

c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

d. bersifat final dalam arti lebih luas;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. “

4. Bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan Pencatatan Perubahan
Nama seseorang dari semula bernama Winarni menjadi Gusti Kanjeng
Ratu Pakoe Boewono, dimana terdapat proses pencatatan yang
melahirkan sebuah keputusan, dengan demikian hal tersebut
merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan atau
beschikking, dimana penyelesaian sengketa adalah merupakan
kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

5. Bahwa berdasarkan Pasal 87 UU RI No. : 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan; Jo. Pasal 52 UU RI No. : 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diperbarui Pasal 1
angka 17 UU RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi
Kependudukan; dimana Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta dan atau Tergugat telah telah melakukan
Pencatatan Perubahan Nama seseorang dari semula bernama
Winarni menjadi Gusti Kanjeng Ratu Pakoe Boewono, dimana
terdapat proses pencatatan yang melahirkan sebuah keputusan,
selanjutnya hal tersebut merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha
Negara (KTUN) dan atau beschikking, dengan demikian Obyek
Gugatan in casu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),
selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang
berwenang untuk memeriksa dan memutus dalam perkara a quo;

. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA

ADMINISTRASI

1. Bahwa berkait tenggang waktu pengajuan gugatan TUN (Daluarsa)
telah diatur dalam Pasal 55 “UU PTUN” menyebutkan “Gugatan dapat
diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung
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sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara.”

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia telah
membuat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 tahun 1991,
dimana mengatur “Memperpanjang masa tenggang waktu menggugat
di PTUN. Hal ini mengingat frasa merasa kepentingannya dirugikan”
tidak hanya dibatasi oleh tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari,
tetapi juga kapan saja ketika tiba-tiba muncul kondisi ada kepentingan
yang dirugikan.”

Bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti kapan Tergugat
melakukan pencatatan perubahan nama dari WINARNI menjadi
GUSTI KANJENG RATU PAKOE BOEWONO, namun demikian
berdasarkan informasi dari Abdi Dalem, Penggugat baru mengetahui
ihwal perubahan nama in casu pada Sabtu, 2 Desember 2023, di
Papan Pengumuman Masjid Paramosono, Kompleks Karaton
Surakarta Hadiningrat pada Lembar Kertas Daftar Pemilih Tetap
(DPT) Pemilu 2024. Dengan demikian gugatan Penggugat dalam
perkara a quo tidak mengalami cacat formil karena lewat waktu
(daluarsa);

Bahwa Penggugat melalui Dra. G.R.Ay Koes Murtiyah, M.Pd selaku
Pengageng Sasana Wilapa (Kepala Kesekretariatan) Karaton
Kasunanan Surakarta Hadiningrat, telah  melakukan upaya
administrasi dengan mengirimkan Surat Nomor : 01.04/LHKS/1V/2024,
tanggal 1 April 2024, Hal : Keberatan atas NIK 3372034206720006
a/n Gusti Kanjeng Ratu Pakoe Boewono, kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan atau
Tergugat, juga Surat Nomor : 10.06/LHKS/VI/2024, tanggal 10 Juni
2024, Hal : Banding Keberatan atas NIK 3372034206720006 a/n
Gusti Kanjeng Ratu Pakoe Boewono, namun demikian seluruh Upaya
Administratif tidak mendapatkan jawaban bahkan keputusan sesuai

peraturan perundangan berlaku;
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4. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah
Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian
Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya
Administratif, tidak berlaku dalam perkara a quo, dikarenakan
terhadap Keberatan Administratif dan Banding Administratif tidak
terdapat Putusan Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan;

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN

PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

1. Bahwa Penggugat merupakan “Sentana Darah Dalem”, karena
merupakan salah satu Anak Kandung SISKS Pakoe Boewono XII,
dengan demikian juga merupakan salah satu Adik Kandung SISKS
Pakoe Boewono XIlI Hangabehi, dimana berdasarkan SK No.
:70/D.13.S5.W.10/2004, tanggal 26 Oktober 2004, adalah menjabat
sebagai Pangageng Sasana Wilapa, dimana Fungsi dan Tugasnya
adalah sebagai pejabat yang mengurusi kesekretariatan Karaton
Surakarta Hadiningrat, maka berdasarkan “Angger-angger” atau
“Paugeran” atau Hukum Adat tidak tertulis, Penggugat merupakan
Pangageng Sasana Wilapa (Kepala Kesekretariatan Karaton
Kasunanan Surakarta Hadiningrat) sehingga berwenang menjalankan
tugas dan fungsi jabatan untuk melestarikan budaya dan kekerabatan
Karaton Surakarta Hadiningrat; Dengan demikian mempunyai
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan;

2. Bahwa Pasal 53 ayat (1) “UU PTUN” : “Seseorang atau badan hukum
perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan
Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada
pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata
Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,
dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;

3. Bahwa Penggugat adalah Pangageng Sasana Wilapa yang
mempunyai fungsi dan tugas sebagai kepala kesekretariatan Karaton
Surakarta Hadiningrat, serta turut bertanggung jawab terhadap

penegakan “angger-angger” dan ‘“paugeran adat”, mempunyai
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kepentingan dan atau dirugikan secara langsung dengan Obyek
Gugatan;

4. Bahwa kepentingan Penggugat selaku Pangageng Sasasna Wilapa
yang dirugikan terhadap Pencatatan Perubahan Nama dari semula
bernama WINARNI menjadi : GUSTI KANJENG RATU PAKOE
BOEWONO, dikarenakan yang bersangkutan adalah isteri ke-3
Sinuhun SISKS Paku Buwana XllI Hangabehi, yang menikah pada
tanggal 4 Juli 2002 di Kantor Urusan Agama (KUA) Pasar Kliwon,
namun demikian telah melanggar ketentuan angger-angger dan
paugeran adat, dikarenakan tanpa melalui upacara adat dan status
isteri hanya sebagai “Garwa Selir” bukan “Garwa Prameswari” (Isteri
Permaisuri). Dengan demikian Penggugat selaku Pangageng Sasana
Wilopo harus menertibkan pelanggaran tersebut, demi menegakkan
“angger-angger” dan ‘paugeran adat” di lingkungan Karaton
Kasunanan Surakarta Hadiningrat;

V. ALASAN-ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa “Winarni” dulunya adalah Asisten Rumah Tangga (ART) dari
Gusti Kanjeng Ratu WINARI dan atau Isteri ke-2 Sinuhun SISKS Paku
Buwana XIIl Hangabehi. Setelah isteri ke-2 wafat, “Winarni” kemudian
menikah dengan Sinuhun SISKS Paku Buwana XIII Hangabehi pada 4
Juli 2002, dengan status sebagai Garwa Ampeyan (Selir), bukan
Garwa Prameswari (Permaisuri);

2. Bahwa setelah menikah dengan Sinuhun SISKS Paku Buwana Xl
Hangabehi, “Winarni” telah terjadi pergantian nama sebagai berikut:

-  K.R.Ay ADIPATI PRADAPANINGSIH pada Tahun 2010;
- KANGJENG RATU PAKOE BOEWONO pada Tahun 2012;
- GUSTI KANGJENG RATU PAKOE BOEWONO pada Tahun 2023;

3. Bahwa Pencatatan Perubahan Nama dari semula bernama WINARNI
menjadi : GUSTI KANJENG RATU PAKOE BOEWONO, jelas dan
nyata melanggar ketentuan baik Peraturan Perundangan berlaku,
maupun melanggar “Angger-angger” atau “Paugeran Adat’,

dikarenakan :
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a. Pencatatan Perubahan Nama dari semula bernama WINARNI
menjadi : GUSTI KANJENG RATU PAKOE BOEWONO,
melanggar ketentuan Pasal 52 UU 23/2006, yang menyebutkan
pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan
penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

b. Pencatatan Perubahan Nama seorang perempuan dari semula
bernama WINARNI menjadi : GUSTI KANJENG RATU PAKOE
BOEWONO, melanggar ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden
96/2018 menerangkan syarat-syarat sebagai berikut :

Salinan penetapan pengadilan negeri;

Kutipan akta pencatatan sipil;

Kartu keluarga (“KK”);

Kartu Tanda Penduduk-elektronik (“KTP-el”); dan

Dokumen perjalanan bagi orang asing.

a r w0 N E

c. Pencatatan Perubahan Nama dari semula bernama WINARNI
menjadi : GUSTI KANJENG RATU PAKOE BOEWONO,
dikarenakan yang bersangkutan adalah isteri ke-3 Sinuhun SISKS
Paku Buwana XlIl Hangabehi, yang menikah pada tanggal 4 Juli
2002 di Kantor Urusan Agama (KUA) Pasar Kliwon, namun
demikian telah melanggar ketentuan angger-angger dan paugeran
adat, dikarenakan tanpa melalui upacara adat dan status isteri
hanya sebagai “Garwa Selir’ bukan “Garwa Prameswari” (Isteri
Permaisuri). Dengan demikian Penggugat selaku Pangageng
Sasana Wilopo harus menertibkan pelanggaran tersebut, demi
menegakkan “‘angger-angger” dan “paugeran adat” di lingkungan
Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat;

4. Bahwa nama “GUSTI KANJENG RATU PAKOE BOEWONO”
diketahui oleh Penggugat pada Sabtu, 2 Desember 2023, pada Daftar
Pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024, yang ditempel pada Papan
Pengumuman Masjid Paramosono Komplek Karaton Surakarta

Hadiningrat;
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5. Bahwa Pencatatan Perubahan Nama tanpa Penetapan Pengadilan
Negeri Surakarta in casu adalah bertentangan dengan Pasal 52 UU RI
No. 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah UU RI No. 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan; Jo. Peraturan Pemerintah Nomor
40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan; Jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
dan peraturan perundangan lainnya, sehingga haruslah dinyatakan
tidak sah dan dibatalkan demi hukum;

6. Bahwa Pencatatan Perubahan Nama tanpa Penetapan Pengadilan
Negeri Surakarta in casu adalah melanggar Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik, dimana menurut Ridwan H.R. dalam Hukum
Administrasi Negara, antara lain sebagai berikut:

1) Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Proses pencatatan
Perubahan Nama menjadi GUSTI KANJENG RATU PAKOE
BOEWONO in casu jelas dan nyata menimbulkan ketidakpastian
hukum, dikarenakan Tergugat telah melakukan pelanggaran
peraturan;

2) Asas Kecermatan atau Asas Bertindak Cermat
Asas kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau
tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang
lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau
pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang
bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan

dan/atau dilakukan. Tindakan Tergugat jelas dan nyata tidak
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cermat dan hati-hati, dikarenakan tidak melakukan verifikasi baik
formil maupun materiil, apalagi menyangkut Hukum Adat dalam
Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang menjunjung
“Angger-angger” dan “Paugeran Adat’;

3) Asas Keterbukaan
Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk
mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur,
dan tidak diskiminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan
dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,
golongan, dan rahasia negara. Tindakan Tergugat dalam
melakukan pencatatan Perubahan Nama menjadi GUSTI
KANJENG RATU PAKOE BOEWONO jelas dan nyata melanggar
Asas Keterbukaan, dimana prosedur dan mekanisme dilakukan
secara sepihak, padahal kehidupan dalam lingkungan Karaton
Kasunanan Surakarta Hadiningrat terdapat Struktur Organisasi
dengan tugas, pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing;

4) Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan
Asas ini menghendaki agar setiap keputusan pemerintah harus
mempunyai alasan atau motivasi yang cukup sebagai dasar dalam
menerbitkan keputusan. Alasan tersebut haruslah jelas, terang,
benar, objektif dan adil. Tindakan Tergugat dalam melakukan
pencatatan Perubahan Nama menjadi GUSTI KANJENG RATU
PAKOE BOEWONO jelas dan nyata melanggar asas ini,
dikarenakan Tergugat sangat subyektif, hanya sepihak dan tidak
terang;

7. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata Pencatatan Perubahan
Nama dari semula “Winarni” menjadi GUSTI KANJENG RATU PAKOE
BOEWONO, tanpa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri
Surakarta adalah bentuk Perbuatan Melanggar Hukum oleh pejabat
dan atau badan pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang
merugikan kepentingan hukum Penggugat, karena selain melanggar
Pasal 52 UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
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VI.

Pemerintahan, sebagaimana dirubah UU RI No. 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan, beserta ketentuan peraturan
perundangan turunannya, juga melanggar Angger-angger atau
Paugeran Adat yang berlaku dalam Karaton Surakarta Hadiningrat;

PETITUM;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan terebut di atas, mohon Majelis

Hakim berkenan untuk memeriksa, memutus dan mengadili sebagai

berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Pencatatan Perubahan Nama dari
semula “Winarni” menjadi GUSTI KANJENG RATU PAKOE
BOEWONO, NIK : 3372034206720006, Tempat tgl Lahir : Sragen, 20-
06-1972, Tempat tinggal : Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat,
Kel. Baluwatrti, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Pencatatan Perubahan Nama dari
semula “Winarni” menjadi GUSTI KANJENG RATU PAKOE
BOEWONO, NIK : 3372034206720006, Tempat tgl Lahir : Sragen, 20-
06-1972, Tempat tinggal : Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat,
Kel. Baluwarti, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta; dengan segala
akibat hukumnya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang diajukan pada

persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11

Maret 2025, pada pokoknya:
DALAM EKSEPSI

1.

GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa Penggugat menyampaikan Objek Gugatannya adalah Pencatatan
Perubahan Nama dari semula Bernama “WINARNI” menjadi “GUSTI
KANJENG RATU PAKOE BOEWONO” yang mana hal tersebut tidak
mengandung  kejelasan  mengenai  pencatatan mana  yang
dipermasalahkan mengingat nama “WINARNI” telah diubah beberapa
kali terakhir menjadi “GUSTI KANJENG RATU PAKOE BOEWONO".
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2. GUGATAN MELEWATI TENGGANG WAKTU
Bahwa Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan
puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara jo SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan
dalam beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang artinya tenggang waktu bagi
seseorang yang tidak dituju Keputusan Tata Usaha Negara dihitung
sejak ia merasa dirugikan. Hal tersebut sebagaimana diakui oleh
Penggugat bahwa mengetahui dan merasa dirugikan atas adanya Nama
“‘GUSTI KANJENG RATU PAKOE BOEWONO” pada tanggal 2
Desember 2023 dan diajukan keberatan administrasi pada tanggal 10
Juni 2024.
3. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING
Penggugat menyampaikan dalam dalil gugatannya bahwa dirinya
dirugikan karena Penggugat adalah Pengageng Sasana Wilapa Karaton
Surakarta sebagai pihak yang turut bertanggung jawab menegakkan
Angger-Angger dan Paugeran Adat Karaton Surakarta yang dilanggar
karena adanya pencatatan status “Garwa Prameswari® Tergugat I
Intervensi melalui Objek Gugatan tanpa sebelumnya melalui upacara
adat sesuai Angger-Angger dan Paugeran Adat Karaton Surakarta.
Berdasarkan dalil tersebut menunjukkan Penggugat memang tidak
memiliki Legal Standing untuk melakukan gugatan terhadap Objek
Perkara, karena:
a. Bahwa Penggugat menggugat dalam perkara a quo sebagai pribadi
tidak mewakili Sasana Wilapa Karaton Surakarta (Sekretaris Karaton
Surakarta) sementara berdasar dalil Penggugat yang dirugikan adalah

Pengageng Sasana Wilapa Karaton Surakarta.
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b. Bahwa Sasana Wilapa merupakan Sekretariat Keraton Surakarta
sehingga Subjek Hukum yang seharusnya berperkara di Pengadilan
adalah Karaton Surakarta.

c. Bahwa logika hukum Penggugat keliru karena Objek Gugatan bukan
menjadi dasar Tergugat Il Intervensi berstatus “Garwa Prameswari”
Karaton Surakarta, justru Objek Gugatan didasarkan pada Nawala
“Kakancingan Sinuhun Ingkang Sinoehoen Kangdjeng Soesoehoenan
Pakoe Boewono XlllI” yang notabene adalah suami dari Tergugat Il
Intervensi. Maka Objek Gugatan tidak dapat dikatakan sebagai
penyebab Tergugat Il Intervensi berstatus “Garwa Prameswari” yang
dianggap Penggugat status tersebut melanggar Angger-Angger dan
Paugeran Adat Karaton Surakarta.

d. Bahwa berdasar uraian di atas, maka Penggugat tidak memiliki
kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan
perkara a quo karena Objek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha
Negara yang tidak ditujukan kepada Penggugat, dan bukan penyebab
adanya kerugian yang didalilkan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1.

Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) dan penjelasan Pasal 44 ayat (2)
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan
perubahan nama hanya berlaku bagi akta pencatatan sipil yang
diterbitkan Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka
Objek Gugatan tidak dapat disebut sebagai perubahan nama yang
memerlukan penetapan pengadilan.

Bahwa perubahan nama “WINARNI” menjadi “GUSTI KANJENG RATU
PAKOE BOEWONQO” sebagaimana dimaksud Penggugat tidak
mengubah akta pencatatan sipil.

Bahwa objek gugatan adalah dokumen yang diakui dalam administrasi
kependudukan secara umum, bukan menjadi dasar status seseorang

menjadi permaisuri Keraton Surakarta Hadiningrat.
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4. Bahwa Tergugat dalam pencatatan telah menerangkan Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik dengan penerapan Asas Kepastian
Hukum, Asas Kecermatan atau Asas Bertindak Cermat, Asas
Keterbukaan dan Asas Motivasi untuk setiap Keputusan dengan baik
dengan melakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan selain itu telah dilakukan rapat koordinasi
yang mengundang Penggugat pada tanggal 27 Juni 2024 untuk
membahas terkait keberatan Penggugat.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan

hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan

memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak

diterima.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Tergugat Il Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis yang
diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
pada tanggal 18 Maret 2025, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT Il INTERVENSI setelah membaca dan
mencermati Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara Nomor Register:
3/G/2025/PTUN.SMG tertanggal 15 Januari 2025, dengan ini
TERGUGAT Il INTERVENSI menolak dengan keras dan tegas semua
dalil hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatan a quo,
kecuali yang diakui secara tegas dan/atau tidak bertentangan dengan
dalil TERGUGAT Il INTERVENSI.
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2. Bahwa TERGUGAT Il INTERVENSI dengan tegas menolak dalil
hukum PENGGUGAT pada halaman 2 angka I. OBYEK GUGATAN,
karena dalil hukum tersebut sangat lemah dan tidak berdasarkan
hukum.

3. Bahwa fakta hukumnya, OBJEK SENGKETA PENGGUGAT (OBYEK

GUGATAN PENGGUGAT) bukan merupakan keputusan tata usaha
negara yang dapat digugat di PTUN. Dalam hukum administrasi
negara, keputusan administratif yang bersifat pencatatan administratif
murni dan tidak menimbulkan akibat hukum langsung terhadap hak-
hak perdata TIDAK TERMASUK dalam OBJEK SENGKETA di
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Ketentuan ini didasarkan
pada beberapa pertimbangan yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh
TERGUGAT Il INTERVENSI sebagai berikut:
Bahwa OBJEK SENGKETA PENGGUGAT (OBYEK GUGATAN
PENGGUGAT) merupakan keputusan administratif yang bersifat
pencatatan administratif murni dalam konteks kependudukan adalah
keputusan yang hanya berfungsi sebagai perekaman, pembaruan,
atau perubahan informasi kependudukan tanpa menciptakan,
mengubah, atau mencabut hak atau kewajiban hukum seseorang.
keputusan ini hanya bersifat administratif dan tidak menimbulkan
akibat hukum langsung terhadap hak-hak perdata, sehingga tidak
termasuk dalam OBJEK SENGKETA di PTUN.

Bahwa pencatatan perubahan elemen data kependudukan diatur

dalam:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018;
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Bahwa menurut regulasi tersebut, pencatatan elemen data
kependudukan hanya bersifat administratif dan tidak memiliki dampak
hukum terhadap hak perdata seseorang apalagi PENGGUGAT.

Bahwa elemen data kependudukan yang hanya bersifat pencatatan
administratif berupa beberapa perubahan elemen data kependudukan
yang hanya bersifat administratif dan tidak menimbulkan akibat hukum
langsung, antara lain:

1. Perubahan Nama atau Ejaan Nama;

Perubahan Alamat Domisili;

Perubahan Status Perkawinan;

Perubahan Pekerjaan dalam KTP tau KK;

Penerbitan atau Perubahan NIK (Nomor Induk Kependudukan);

S e

Pencatatan Kematian dalam KK atau Akta Kematian;
Bahwa mengapa pencatatan perubahan elemen data kependudukan
tidak bisa digugat di PTUN?
A. Tidak Memenuhi Syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara
(KTUN)
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
suatu keputusan hanya dapat digugat di PTUN jika memenuhi
empat syarat:
1. Bersifat Konkret — Ada tindakan nyata yang mengubah
hak/kewajiban seseorang.
2. Bersifat Individual — Ditujukan kepada individu tertentu.
3. Bersifat Final — Tidak memerlukan keputusan lanjutan.
4. Menimbulkan Akibat Hukum Langsung — Harus berdampak
langsung terhadap hak atau kewajiban seseorang.
Bahwa pencatatan perubahan elemen data kependudukan tidak
memenuhi syarat keempat karena hanya memperbarui data
administrasi tanpa mengubah hak/ kewajiban hukum seseorang.
B. Tidak Menimbulkan Akibat Hukum Langsung
Bahwa keputusan pencatatan perubahan elemen data
kependudukan tidak menciptakan hak baru, tidak mencabut hak
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lama, dan tidak mengubah kewajiban seseorang, sehingga tidak
dapat dijadikan OBJEK SENGKETA di PTUN.

Hanya Bersifat Dokumentasi Administratif

Bahwa keputusan semacam ini hanya mencatat informasi dalam
sistem kependudukan, bukan keputusan yang menentukan hak
atau kewajiban hukum seseorang.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sering juga disebut dengan
keputusan administrasi negara. Di dalam Bahasa Belanda
Keputusan Tata Usaha Negara disebut beschikking yang berarti
norma hukum yang bersifat individual dan konkret sebagai
keputusan pejabat Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara
(beschikkingsdaad van de administratie).

Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan
Tata Usaha Negara adalah:

"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum tata
usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata.”

Bahwa dari pengertian itu dapat ditarik unsur-unsur Keputusan
Tata Usaha Negara adalah:

1. suatu penetapan tertulis;

2. dikeluarkan oleh badan hukum atau pejabat tata usaha
negara;

berisi tindakan hukum tata usaha negara;

bersifat konkret;

individual; dan;

2

final;
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7. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata.

Bahwa yang menjadi titik tolak sengketa adalah "Keputusan Tata
Usaha Negara”, sebagaimana telah dipapar sebelumnya,
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh Badan (Negara) atau oleh pejabat Tata
Usaha Negara (pegawai negara yang menjabat fungsi negara
tertentu) yang berisi suatu tindakan hukum (rechts handeling) dari
pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual
dan final yang menimbulkan akibat hukum (menimbulkan hak dan
kewajiban kepada orang lain bersifat individual) bagi seseorang
atau bagi suatu badan hukum perdata tertentu.

Bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa tentang sah

tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan

oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan hal ini
dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

(&) yang dapat digugat dihadapan Peradilan Tata Usaha Negara
hanyalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,

(b) sengketa yang dapat diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara
adalah sengketa suatu Keputusan Tata Usaha Negara, bukan
sengketa mengenai kepentingan pihak;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 10

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara), yang dimaksud "sengketa Tata Usaha Negara”

adalah:

"Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara

orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai

akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk
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sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.”

Bahwa di dalam ketentuan tersebut dapat ditarik beberapa unsur

sebagai yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara

terdiri dari, yaitu:

1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara.

2. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata
dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

3. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal Angka

10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) jelas

menyatakan bahwa istilah “sengketa” mempunyai arti khusus

sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu menilai

perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum.

Bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “Tata Usaha

Negara”®, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor

51 Tahun 2009 menentukan bahwa:

“Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang

melaksanakan  fungsi untuk  menyelenggarakan  urusan

pemerintahan, baik di Pusat maupun di Daerah.

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan”

dalam Pasal 1 angka 1 tersebut, sebagai kegiatan yang bersifat

eksekutif.

Bahwa berdasarkan argumentasi yang telah dikemukakan,

TERGUGAT Il INTERVENSI berpendapat bahwa gugatan yang

diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk

verklaard) karena OBJEK SENGKETA PENGGUGAT (OBYEK

GUGATAN PENGGUGAT) tidak memenuhi kualifikasi sebagai
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Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan
Tata Usaha Negara. Hal ini disebabkan oleh keputusan
administratif yang bersifat pencatatan administratif murni dalam
konteks kependudukan merupakan keputusan yang hanya
berfungsi sebagai perekaman, pembaruan, atau perubahan
informasi kependudukan tanpa menimbulkan akibat hukum
langsung terhadap hak atau kewajiban seseorang, sehingga tidak
memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo.
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018, menegaskan bahwa perubahan elemen data
kependudukan, seperti perubahan nama, alamat, status
perkawinan, pekerjaan, NIK, atau pencatatan kematian, hanya
bersifat administratif dan tidak menciptakan, mengubah, atau
mencabut hak serta kewajiban hukum seseorang. Dengan
demikian, pencatatan perubahan elemen data kependudukan
tidak memenuhi unsur "menimbulkan akibat hukum langsung" dan
tidak dapat dijadikan OBJEK SENGKETA di Peradilan Tata Usaha
Negara. Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi hukum yang
telah dikemukakan, TERGUGAT Il INTERVENSI berpendapat
bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena objek gugatan tidak
memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang

dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.
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4. Bahwa TERGUGAT Il INTERVENSI dengan tegas menolak dalil
hukum PENGGUGAT pada halaman 2 angka II. KEWENANGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG, karena dalil
hukum tersebut sangat lemah dan tidak berdasarkan hukum.

5. Bahwa fakta hukumnya, KOMPETENSI ABSOLUT Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang tidak berhak atau berwenang untuk
menerima dan menyelesaikan suatu perkara dengan OBJEK
SENGKETA PENGGUGAT (OBYEK GUGATAN PENGGUGAT)
berupa Pencatatan Perubahan Nama yang merupakan Perubahan
Elemen Data Kependudukan berupa Keputusan Administratif yang
Hanya Bersifat Pencatatan atau Prosedural Murni tanpa Memberikan
Akibat Hukum Langsung Tidak Dapat Digugat menjadi OBJEK
SENGKETA PENGGUGAT (OBYEK GUGATAN PENGGUGAT) di
Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan ini didasarkan pada
beberapa pertimbangan hukum, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh
TERGUGAT Il INTERVENSI sebagai berikut:

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan dalam lingkup
hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang:

‘Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN
antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat)
dengan badan atau pejabat TUN (pemerintah) baik di pusat maupun
didaerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN
(beschikking), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. "(vide Pasal 50 Jo.
Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara).”

Bahwa Pengertian dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara

disebutkan dalam Pasal 1 angka 3, yaitu:
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"Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,
dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan
Hukum Perdata.”

Bahwa selanjutnya, dari pengertian ataupun definisi Keputusan Tata
Usaha Negara tersebut di atas, dapat diambil unsur-unsur dari suatu
keputusan Tata Usaha Negara, yakni:

a. Bentuk penetapan tersebut harus tertulis;

b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara;

c. Berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa selain itu perlu dijelaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara
pada dasarnya menegakkan hukum publik, yakni Hukum Administrasi
sebagaimana ditegakkan dalam Undang-Undang Peradilan Tata
Usaha Negara. Pasal 47 menyebutkan bahwa sengketa yang
termasuk lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah
sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini ditegaskan lagi dalam rumusan
tentang Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 3) yang
mensyaratkan juga tindakan hukum Tata Usaha Negara untuk adanya
Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, TERGUGAT Il INTERVENSI
berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk
menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini karena OBJEK
SENGKETA (OBYEK GUGATAN) yang diajukan oleh PENGGUGAT
tidak termasuk dalam lingkup kompetensi absolut Peradilan Tata
Usaha Negara. Oleh karena berdasarkan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara serta Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan, suatu keputusan tata usaha
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negara harus berupa ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan
atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178
K/TUN/2016 menegaskan bahwa keputusan administratif yang bersifat
pencatatan atau prosedural murni tidak dapat dijadikan objek sengketa
di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan pendapat para
ahli hukum administrasi yang menyatakan bahwa keputusan
administratif yang bersifat pencatatan atau prosedural tidak
menimbulkan akibat hukum langsung. Dalam konteks pencatatan
perubahan nama, keputusan administratif tersebut hanya bersifat
prosedural tanpa implikasi langsung terhadap hak dan kewajiban
keperdataan seseorang, sehingga tidak memenuhi unsur keputusan
tata usaha negara yang konkret, individual, final, serta menimbulkan
akibat hukum langsung. Sesuai dengan Pasal 2 huruf b Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
keputusan yang bersifat pencatatan administratif murni bukan
merupakan objek sengketa tata usaha negara, sehingga perkara a
quo tidak termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha
Negara. Yurisprudensi yang relevan, seperti Putusan Mahkamah
Agung Nomor 284 K/TUN/2018 dan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 123 K/TUN/2017, semakin menegaskan bahwa keputusan
administratif yang bersifat pencatatan atau administratif tidak dapat
disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara. Doktrin hukum
administrasi yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dan Rochmat
Soemitro juga menegaskan bahwa keputusan yang hanya bersifat
administratif tidak memiliki akibat hukum langsung dan tidak dapat
dijadikan dasar gugatan di PTUN. Dengan demikian, eksepsi terhadap
kompetensi absolut PTUN dalam perkara ini haruslah diterima.

Bahwa TERGUGAT Il INTERVENSI dengan tegas menolak dalil
hukum PENGGUGAT pada halaman 5 angka Ill. TENGGANG WAKTU
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MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI, karena dalil

hukum tersebut sangat lemah dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa fakta hukumnya, dalam Penyelesaian Melalui Upaya

Administrasi dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Penggugat di

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan OBJEK

SENGKETA PENGGUGAT (OBYEK GUGATAN PENGGUGAT) dalam

perkara ini, PENGGUGAT telah melewati batas waktu tersebut,

sehingga gugatan menjadi kadaluarsa dan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard/N.O.). Ketentuan ini didasarkan pada beberapa
pertimbangan hukum, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh

TERGUGAT Il INTERVENSI sebagai berikut:

Bahwa penyelesaian melalui upaya administrasi dalam penjelasan

Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara adalah upaya penyelesaian melalui jalur

administratif, yaitu suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh

seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap
suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa ketentuan tentang adanya upaya adminitratif tersebut

merupakan dan dimaksudkan sebagai kontrol atau pengawasan yang

bersifat intern dan represif di Lingkungan Tata Usaha Negara terhadap
keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara.

Bahwa di dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

(1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi
wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa
Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara
tersebut harus diselesaikan melalui Upaya administratif yang
tersedia;

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana
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dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang
bersangkutan telah digunakan.
Bahwa dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 48 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut,
dapat diketahui adanya beberapa petunjuk sebagai berikut:

a. Upaya administratif sebagai penyelesaian sengketa Tata Usaha
Negara yang sudah ada tetap dipertahankan bahkan kini
terbuka kemungkinan untuk mengajukan lebih lanjut ke
pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Dengan dipergunakannya kalimat ”sengketa Tata Usaha
Negara tertentu”, maka penyelesaian sengketa Tata Usaha
Negara melalui upaya administratif tidak berlaku untuk semua
sengketa Tata Usaha Negara, tetapi hanya sengketa Tata
Usaha Negara yang penyelesaiannya tersedia upaya
administratif saja.

c. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara baru
mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang tersedia
upaya administratif, jika seluruh upaya administrative tersebut
telah digunakan dan mendapat keputusan.

Bahwa berhubung sengketa Tata Usaha Negara selalu berkaitan
dengan keputusan Tata Usaha Negara, maka pengajuan ke
pengadilan dikaitkan pula dengan waktu dikeluarkannya keputusan
yang bersangkutan.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

“‘Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan
puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya
Keputusan Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
bersangkutan.”

Bahwa dalam hal gugatan didasarkan pada alasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, maka tenggang waktu 90 hari itu, dihitung
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setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasarnya, yang dihitung sejak
tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. Seandainya
peraturan yang menjadi dasarnya tidak menentukan tenggang
waktunya, maka dihitung sejak lewatnya tenggang waktu empat bulan
yang dihitung sejak diterimanya permohonan yang bersangkutan.
Bilamana waktu tersebut di atas telah lewat, maka hak untuk
menggugat menjadi gugur karena telah daluarsa.

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, TERGUGAT Il INTERVENSI
berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk
menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini karena OBJEK
SENGKETA (OBYEK GUGATAN) yang diajukan oleh PENGGUGAT
terhadap Keputusan Tata Usaha Negara harus diajukan dalam jangka
waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan atau diterimanya
keputusan tersebut. Dalam perkara ini, PENGGUGAT telah melewati
batas waktu tersebut, sehingga gugatan menjadi kadaluarsa dan tidak
dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/N.O.), dengan demikian,
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga gugatan
PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard).

Bahwa TERGUGAT Il INTERVENSI dengan tegas menolak dalil
hukum PENGGUGAT pada halaman 6 angka IV. KEDUDUKAN
HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT
DIRUGIKAN, karena dalil hukum tersebut sangat lemah dan tidak
berdasarkan hukum.

Bahwa fakta hukumnya, tidak ada kepentingan PENGGUGAT yang
dirugikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan
PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya kepentingan yang
dirugikan secara langsung akibat Keputusan Tata Usaha Negara yang

menjadi objek sengketa, sehingga gugatan PENGGUGAT tidak
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memenuhi syarat formil dalam hukum acara PTUN. Ketentuan ini
didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum, yang akan
dijelaskan lebih lanjut oleh TERGUGAT Il INTERVENSI sebagai
berikut:
Bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 1988 Tentang Status Dan Pengelolaan Keraton
Kasunanan Surakarta yaitu:
“Sri Susuhunan selaku pimpinan Kasunanan Surakarta dapat
menggunakan keraton dan segala kelengkapannya untuk keperluan
upacara, peringatan dan perayaan-perayaan lainnya dalam rangka
adat Keraton Kasunanan.”
Bahwa saat ini yang berkuasa penuh di Karaton Kasunanan Surakarta
Hadiningrat adalah SISKS Pakoe Boewono XIllIl yang bergelar
Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakoe
Boewono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayyidin
Panatagama Ingkang Kaping XIlII Ing Surakarta Hadiningrat selaku Sri
Susuhunan/Raja/Pemimpin dan Penanggung Jawab Tertinggi serta
Pemangku Adat di Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun
1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 28 | ayat (3) UUD 1945
bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras
dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain UUD NRI
Tahun 1945, beberapa ketentuan peraturan sektoral (berdasarkan urut
tahun) juga memberikan jaminan hak-hak Pemangku Adat Jawa
Surakarta dari Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat selaku
masyarakat hukum adat, sebagai berikut:
1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 2 UUD 1945 yang
menyatakan:
‘Negara mengakui, menghormati, dan mengakui kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
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perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Bahwa berdasarkan Pasal 28 | ayat 3 UUD 1945 yang

menyatakan:

‘Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati

selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Bahwa hukum adat mengakar kuat di dalam masyarakat di

daerah. Mayoritas masyarakat di daerah yang ada di Indonesia

masih sangat menghargai hukum adat di mana mereka hidup.

Hukum adat melekat dengan budaya setempat. Kata budaya

menunjukkan adanya ikatan emosional-tradisional yang kuat

dari hukum adat. Di dalam hukum adat mengandung banyak
nilai-nilai moral dalam pergaulan hidup yang tidak ada dalam
sistem hukum lain. Di beberapa wilayah tertentu di Indonesia,
seperti di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dengan

Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, hukum adat identik

dengan hukum agama sehingga menjalankan hukum adat,

orang sekaligus merasa berbudaya.

Bahwa Pasal 18 ayat 2 UUD 1945 mengandung 4 (empat)

syarat bagi eksistensi hukum adat sebagai berikut:

a. Kalimat “sepanjang masih hidup” mensyaratkan bahwa
hukum adat harus betul-betul dan faktual masih hidup di
tengah masyarakat.

b. Kalimat “sesuai perkembangan masyarakat” mensyaratkan
bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat masih
diakui sepanjang nilai-nilai tersebut sesuai dengan situasi
dan kondisi dan aktual.

c. Kalimat “sesuai dengan prinsip NKRI“ mensyaratkan bahwa
negara Rl dan seluruh wilayahnya di mana masyarakat
hidup merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Bahwa masyarakat adat adalah bagian dari NKRI itu

sendiri.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

d. Kalimat “diatur dalam undang-undang” mensyaratkan
bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum.
Piagam Kedudukan Presiden Republik Indonesia kepada Sri
Soesoehoenan Pakoe Boewono XIlI tertanggal 19 Agustus
1945;
Makloemat Sri Padoeka Ingkang Sinoehoen Kandjeng
Soesoehoenan Pakoe Boewono Xl tanggal 01 September
1945 tentang Pernyataan berdiri di belakang Republik
Indonesia dan Surakarta sebagai Daerah Istimewa;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: | Tahun 1945
tanggal 23 November 1945 tentang Kedudukan Komite
Nasional Daerah yang mengecualikan pembentukan Komite
Nasional Indonesia Daerah di Daerah Istimewa Surakarta dan
Daerah Istimewa Yogyakarta;
Penetapan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 16/SD
Tahun 1946 tanggal 15 Juli 1946 tentang Pemerintah di Daerah
Istimewa Surakarta dan Jogjakarta;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 1964
Tentang Pemberian Bantuan Berupa Uang Kepada Abdi Dalem
Dan Pensiunan Abdi Dalem Keraton Surakarta;
Undang-Undang Republik Indonesia Pokok Agraria (UUPA)
Nomor: 5 Tahun 1960. Dalam Pasal 2, ayat 4 menyatakan
bahwa hak menguasai dari negara dapat dikuasakan kepada
daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum
adat sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1967
tentang Pokok-pokok Kehutanan. Dalam undang-undang ini
menyatakan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai hak
memungut hasil hutan dari hutan ulayat untuk memenuhi
kebutuhan hidup Masyarakat Hukum Adat dan anggota-

anggotanya. Setelah Undang-undang Kehutanan digantikan
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1.9.

1.10.

d-11.

1.12.

1.13.

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun
1999, dalam pasal 1 ayat 6 dalam Ketentuan Umum dikatakan
bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam
wilayah masyarakat hukum adat sehingga walaupun hutan adat
diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara, tetapi
sebenarnya negara mengakui adanya wilayah masyarakat
hukum adat;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 1974
tentang Pengairan. Dalam Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa
Pelaksanaan ketentuan tentang hak menguasai dari negara
terhadap air, tetap menghormati hak yang dimiliki oleh
masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional,

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 1988
Tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan
Surakarta,;

Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor Kep.
10.a/U/V111/89 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Keraton
Kasunanan Surakarta;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1994,
tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang
Keanekaragaman Hayati. Pasal 8 (huruf j) menyebutkan
‘...menghormati, melindungi dan mempertahankan
pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat
asli (masyarakat adat) dan lokal yang mencerminkan cara
hidup berciri tradisional...’;

Tap MPR Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
Dalam TAP MPR ini menyatakan bahwa pengakuan dan
perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat merupakan
bagian dari penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Pasal
32 menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak

milik tersebut tidak boleh sewenang-wenang. Kemudian pada
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1.14.

1.15.

1.16.

Pasal 41 menyebutkan bahwa identitas budaya masyarakat
tradisional termasuk hak ulayat, dilindungi selaras dengan
perkembangan zaman. TAP MPR Nomor: XVII/MPR/1998
kemudian menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah, Pasal 93 ayat (1): ‘Desa dapat
dibentuk, hapus, dan/atau digabungkan dengan memperhatikan
asal usulnya atas prakarsa masyarakat...” yang dalam

‘

penjelasan pasal ini menyatakan bahwa istilah desa
disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat
setempat, seperti nagari, huta, marga...’;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun
1999, Pasal 27 ayat (1) tentang Pengusahaan Hutan dan
Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi disebutkan
bahwa ‘masyarakat hukum adat sepanjang menurut
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya
berdasarkan peraturan pemerintah ini diberikan hak memungut
hasil hutan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari’;
Peraturan Menteri Negara Agraria/lKepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman
Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Dalam Peraturan Menteri ini menyebutkan bahwa Hak Ulayat
dan yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat
adalah kewenangan menurut hukum adat dipunyai oleh
masyarakat adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan
lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari
sumber daya alam termasuk tanah di wilayah tersebut guna
kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari
hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun-temurun
dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dan

wilayah yang bersangkutan;
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1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2009,
dalam Pasal 1 butir 31 menyatakan bahwa masyarakat adat
adalah kelompok masyarakat yang turun-temurun bermukim di
wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul
leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup
sertanya adanya sistem nilai yang menentukan pranata
ekonomi, politik, sosial, dan hukum;

Undang-Undang Republik Indonesia RI Nomor: 11 Tahun 2010
Tentang Cagar Budaya;

Nota Kesepahaman tertanggal 22 Mei 2012, antara SDISKS
Paku Buwana Xlll - KGPH Hangabehi dengan SDISKS Paku
Buwana Xlll - KGPH Tedjowulan Tentang Pelestarian Keraton
Kasunanan Surakarta Hadiningrat Sebagai Peninggalan
Budaya Bangsa dan Umat Manusia;

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013
Tentang Pelestarian Cagar Budaya;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014
Tentang Desa;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2014
Tentang Perkebunan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2017
Tentang Pemajuan Kebudayaan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 430-2933 Tahun 2017
Tentang Penetapan Status Dan Pengelolaan Keraton

Kasunanan Surakarta;
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1.28. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 208/M/2017 Tentang Kawasan Cagar Budaya
Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Sebagai Kawasan
Cagar Budaya Peringkat Nasional,

1.29. Keputusan Walikota Surakarta Nomor: 432/38.6/1/2017 Tentang
Penetapan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan
Surakarta Hadiningrat;

1.30. Perjanjian Perdamaian tertanggal 23 Juni 2017, antara
S.I.S.K.S. Pakoe Boewono XllI dengan GRM Suryo
Bandono/GPH Puger, Ny. Dra. GR.Ay. Koes Moertiyah,
M.Pd/Dra. G.K.R. Wandansari, M.Pd, Dkk tentang Pelestarian
Karaton = Kasunanan  Surakarta  Hadiningrat  Sebagai
Peninggalan Budaya Bangsa dan Umat Manusia;

1.31. Surat Nomor: B-1665/DN.00.01/9/2018 Hal: Penyelesaian
Konflik Pengelolaan Karaton Kasunanan Surakarta, tertanggal
05 September 2018, dari Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, yang dibuat
dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam
Negeri - Wawan Kustiawan, S.H.;

1.32. Surat Nomor: B-1796/DN.00.01/9/2018 Hal: Surat Dukungan,
tertanggal 21 September 2018, dari Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia,
yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi
Politik Dalam Negeri - Wawan Kustiawan. S.H;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Perdamaian antara TUAN S.I.S.K.S.

PAKOE BOEWONO XIII dengan NYONYA DRA. G.R.Ay. KOES

MOERTIYAH dkk Tentang PELESTARIAN KARATON KASUNANAN

SURAKARTA HADININGRAT SEBAGAI PENINGGALAN BUDAYA

BANGSA DAN UMAT MANUSIA tertanggal 23 Juni 2017, adapun isi

pokok perjanjian perdamaian tersebut berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini PIHAK

PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT,
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PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK

KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK

KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK

KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS,

PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN BELAS telah

mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

sebagai berikut:

1. Bahwa penyelesaian permasalahan PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA,
PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK
KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK
KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT
BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK
KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN BELAS ini berasaskan:

a) Pancasila.

b) Bhinneka Tunggal Ika.

c) Kenusantaraan.

d) Keadilan.

e) Ketertiban dan kepastian hukum.
f) Kemanfaatan.

g) Keberlanjutan.

h) Partisipasi.

i) Transparansi dan akuntabilitas.

2. Bahwa penyelesaian permasalahan PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA,
PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK
KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK
KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT
BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK
KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN BELAS ini bertujuan

untuk:
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a) Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat
manusia;

b) Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Karaton
Kasunanan Surakarta;

c) Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan

d) Mempromosikan warisan budaya bangsa dan kepariwisataan
kepada masyarakat internasional.

3. Bahwa lingkup penyelasaian permasalahan PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK
KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK
KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK
KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS,
PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK
KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN
BELAS ini  meliputi perlindungan, pengembangan dan
pemanfaatan Karaton Kasunanan Surakarta dan segala
kelengkapannya (termasuk Masjid Agung dan Alun-Alun Karaton)
untuk keperluan upacara, peringatan dan perayaan-perayaan
lainnya dalam rangka menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat
Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang perlu dilestarikan
sebagai peninggalan budaya bangsa.

4. Bahwa PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK
KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK
KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK
KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS,
PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK
KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN
BELAS dengan ini menyatakan ihklas, rela, sukarela, tulus, bersih
(hati) mengakui, membenarkan dan menerima hal sebagai berikut:
a) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Sri

Susuhunan/Raja/Pemimpin dan Penanggung Jawab Tertinggi

di Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang
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dinobatkan sebagai SISKS Pakoe Boewono Xlll pada tanggal
10 September 2004 yang bergelar “Sampeyan Dalem Ingkang
Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakoe Boewono Senapati Ing
Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama Ingkang Kaping
XII”, dengan hak turun temurun pada ahli warisnya
berdasarkan ketentuan tradisi sejarah dan adat istiadat
Karaton Kasunanan Surakarta.
b) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Sri
Susuhunan/Raja/Pemimpin dan Penanggung Jawab Tertinggi
di Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang
mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan
tradisi sejarah dan adat istiadat Karaton Kasunanan Surakarta
Hadiningrat.
Dan oleh karenanya PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK
KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH,
PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK
KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS;
PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK
KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH
BELAS, PIHAK KEDELAPAN BELAS beserta seluruh kerabat,
keluarga, keturunan, family, sanak, saudara, trah Karaton
Kasunanan Surakarta Hadiningrat wajib menghormati, mematuhi
dan mentaatinya.

5. Bahwa PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK
KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK
KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK
KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS,
PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK
KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN
BELAS dengan ini menyatakan ihklas, rela, sukarela, tulus, bersih

(hati) mengakui, membenarkan dan menerima hal sebagai berikut:

Halaman 38 dari 113 halaman Putusan Nomor 3/G/2025/PTUN.SMG



a) Bahwa PIHAK PERTAMA telah menikahi secara resmi seorang
perempuan (gadis) yang bernama “Winarni” di Surakarta, pada
tanggal 04-07-2002 (empat Juli dua ribu dua) di Kantor Urusan
Agama Pasar Kliwon.

b) Bahwa setelah menikahi “Winarni”, PIHAK PERTAMA telah
memberikan gelar kepada lIstrinya dengan sebutan “K.R.Ay.
Adipati Pradapaningsih”.

c) Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengangkat dan menetapkan
“‘Winarni yang bergelar K.R.Ay. Adipati Pradapaningsih”
sebagai Permaisuri/ Prameswari Karaton Surakarta Hadiningrat
dengan gelar “Kangjeng Ratu Pakoe Boewono” pada tanggal
24 Pebruari 2012 (dua puluh empat Pebruari dua ribu dua
belas) di Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Dan oleh karenanya PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK

KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH,

PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK

KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS,

PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK

KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH

BELAS, PIHAK KEDELAPAN BELAS beserta seluruh kerabat,

keluarga, keturunan, family, sanak, saudara, trah Karaton

Kasunanan Surakarta Hadiningrat wajib menghormati, mematuhi

dan mentaatinya.

6. Bahwa PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK
KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK
KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK
KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS,
PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK
KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN
BELAS dengan ini menyatakan ihklas, rela, sukarela, tulus, bersih

(hati) mengakui, membenarkan dan menerima hal sebagai berikut:

Halaman 39 dari 113 halaman Putusan Nomor 3/G/2025/PTUN.SMG



Bahwa terhitung sejak tanggal 15 Juni 2012 s/d. tanggal 15 April

2017:

a) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK
KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK
KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH,
PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA
BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS,
PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK
KEDELAPAN BELAS, tanpa hak dan tanpa izin dari SISKS.
Pakoe Boewono XIllI telah menguasai secara fisik tanah dan
bangunan di Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat berikut
segala kelengkapan yang terdapat didalamnya.

b) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK
KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK
KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH,
PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA
BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS,
PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK
KEDELAPAN BELAS, telah mengganggu dan merongrong
kewibawaan SISKS. Pakoe Boewono Xlll sebagai Sri
Susuhunan /Raja/Pemimpin di Karaton Kasunanan Surakarta
Hadiningrat.

Dan atas perbuatan tersebut diatas, PIHAK KEDUA, PIHAK

KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM,

PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN,

PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUA

BELAS, PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS,

PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK

KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN BELAS dengan ini

menyatakan permintaan maaf secara tulus dan niat baik kepada

PIHAK PERTAMA.
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7. Bahwa PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK
KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK
KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK
KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS,
PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK
KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN
BELAS berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terhadap PIHAK
PERTAMA, sebagaimana yang dimaksud dalam butir m dan butir 6
ayat a) dan b) tersebut diatas.

8. Bahwa PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK
KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK
KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK
KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS,
PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK
KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN
BELAS bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,
baik secara pidana, perdata maupun hukum adat, apabila
dikemudian hari PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK
KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH,
PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH,
PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA
BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS,
PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK
KEDELAPAN BELAS mengulangi kembali perbuatan
sebagaimana yang dimaksud dalam butir m dan butir 6 ayat a) dan
b) tersebut diatas.

9. Bahwa PIHAK PERTAMA menyatakan mengampuni dan
memaafkan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT,
PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK
KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK
KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS,
PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK

Halaman 41 dari 113 halaman Putusan Nomor 3/G/2025/PTUN.SMG



10.

KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN
BELAS beserta para kerabat, keluarga, keturunan, famil, sanak,
saudara, trah Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang
selama dalam permasalahan tersebut pada butir m dan butir 6 ayat
a) dan b) tersebut diatas, telah memihak PIHAK KEDUA, PIHAK
KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM,
PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN,
PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUA
BELAS, PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS,
PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK
KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN BELAS. Ketentuan lebih
lanjut mengenai “pengampunan” akan diatur lebih lanjut oleh
PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan ketentuan tradisi
sejarah dan adat istiadat Karaton Kasunanan Surakarta
Hadiningrat.

Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai Sri Susuhunan/Raja/Pemimpin
di Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat berhak untuk
merancang, menata, merubah, menyesuaikan dan mengangkat
serta memberhentikan “Para Pembantu” Sri
Susuhunan/Raja/Pemimpin di Karaton Kasunanan Surakarta
Hadiningrat baik yang berada di struktur Pemerintahan Karaton
Kasunanan Surakarta Hadiningrat maupun yang berada di
kelembagaan Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, dan
dalam melakukan kewajibannya PIHAK PERTAMA dibantu oleh
PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK
KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK
KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK
KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS,
PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK
KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN
BELAS sebagai "Sentana Dalem”.
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11.

i2.

Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, maka kedudukan
PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK
KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK
KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK
KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS,
PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK
KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN
BELAS, beserta seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang
memangku jabatan di lingkungan Pemerintahan Karaton
Kasunanan Surakarta Hadiningrat maupun yang berada di
Kelembagaan Keraton Kasunanan Surakarta dinyatakan
dihapuskan, dibubarkan, diubah, diganti, dicabut, atau dinyatakan
tidak berlaku, sampai dengan diatur kembali atau disesuaikan
dengan ketentuan baru oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan tradisi
sejarah dan adat istiadat Karaton Kasunanan Surakarta
Hadiningarat.

Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini akan mengangkat PIHAK
KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA,
PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK
KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK
KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT
BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK
KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN BELAS sebagai “Sentana
Dalem”, untuk membantu PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya, serta melaksanakan tugas-tugas tertentu
sesuai dengan petunjuk PIHAK PERTAMA, dan sebelum
melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing, maka
PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK
KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK
KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK
KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS,
PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK
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13.

14.

15.

KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN
BELAS terlebih dahulu wajib menandatangani sumpah setia
(sumpah kawula) kepada PIHAK PERTAMA, sesuai dengan
ketentuan tradisi sejarah dan adat istiadat Karaton Kasunanan
Surakarta Hadiningrat.

Bahwa PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA, PIHAK
KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM,
PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN,
PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUA
BELAS, PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS,
PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK
KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN BELAS dalam
melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya masing-masing di
Karaton Kasunanan Surakarta Hadingrat, beserta semua unsur di
lingkungan Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat wajib
berpedoman kepada ketentuan tradisi sejarah dan adat istiadat
Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Bahwa PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK
KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK = KETUJUH, PIHAK
KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK
KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS,
PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK
KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN
BELAS sebagai “Sentana Dalem” dan “Para Pembantu” Sri
Susuhunan/Raja/Pemimpin di Karaton Kasunanan Surakarta
Hadiningrat wajib megikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung
jawab secara hiraki pada PIHAK PERTAMA serta menyampaikan
laporan berkala tepat pada waktunya.

Bahwa PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK
KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK
KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK
KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS,
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16.

PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK
KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN
BELAS sebagai unsur di lingkungan Karaton Kasunanan Surakarta
Hadiningrat dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya
masing-masing di Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
termasuk dalam menjalin hubungan dengan isntansi Pemerintah
terkait dan komponen masyarakat di tingkat nasioanal, regional,
dan internasional, dalam rangka melestarikan kebudayaan
nasional dan kepariwisataan.

Bahwa PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK
KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK
KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK
KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS,
PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK
KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN
BELAS dilarang menggunakan, menempati dan memanfaatkan
fasilitas yang terdapat di area “Kompleks Alun-alun Lor/Utara,
Kompleks Sasana Sumewa, Kompleks Siti Hinggil Lor/Utara,
Kompleks Kamandungan Lor/Utara, Kompleks Sri Manganti,
Kompleks Kedaton, Kompleks Kamagangan, Kompleks Sri
Manganti Kidul/Selatan dan Kamandungan Kidul/ Selatan, serta
Kompleks Siti Hinggil Kidul/Selatan dan Alun-alun Kidul/Selatan,
Kamandungan Lor/Utara, Kamandungan Kidul/Selatan, Kompleks
Alun-alun Lor/ Utara, Pagelaran Sasana Sumewa, Gladag,
Pangurakan, Masjid Agung Surakarta, Bale Pewatangan, Bale
Pekapalan, Gapura Batangan dan Gapura Klewer, Kompleks
Sasana Sumewa, Kompleks Siti Hinggil Lor/Utara, Tratag Siti
Hinggil Lor yang disebut Sasana Sewayana, Bangsal Witana,
Krobongan Bale Manguneng, Kompleks Kori Brajanala Lor, Kori
Kamandungan Lor/Utara, Museum Kereta Keraton, Kompleks Sri

Manganti, Kori Sri Manganti dan Panggung Sangga Buwana,
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17.

18.

19.

Bangsal Marcukundha, Kompleks Kedaton, Bangsal Maligi,
Pendapa Sasana Sewaka, Sasana Handrawina, Sasana Sewaka,
Bangsal Maligi, Dalem Ageng Prabasuyasa, Sasana Handrawina,
dan Panggung Sangga Buwana, Sasana Parasdya, Dalem Ageng
Prabasuyasa. Siti Hinggil Lor, Sasana Handrawina, Bangsal
Bujana, Bangsal Pradangga, Bangsal Musik, Panggung Sangga
Buwana, Kompleks Magangan, Sri Manganti, Kamandungan, serta
Siti Hinggil Kidul/ Selatan, Bangsal Magangan, Kori Brajanala Kidul
dan/atau area Kompleks lainnya yang merupakan milik Karaton
Kasunanan Surakarta Hadiningrat”, tanpa sepengetahuan dan
seijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Bahwa pendanaaan melestarikan Karaton Kasunanan Surakarta
Hadiningrat sebagai warisan budaya bangsa dan warisan umat
manusia, yang diperlukan dan digunakan oleh Karaton Kasunanan
Surakarta Hadiningrat sesuai dengan Undang-Undang yang
berlaku dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja
negara, termasuk hibah atau sumbangan dan/atau sumber
pendanaaan lain yang sah dan tidak mengikat baik dari komponen
masyarakat, badan, yayasan di tingkat nasional, regional, maupun
internasional dan lain-lain.

Bahwa rincian tugas, wewenang, fungsi PIHAK KEDUA, PIHAK
KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM,
PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN,
PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUA
BELAS, PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS,
PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK
KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN BELAS dalam organisasi
di lingkungan Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat akan
diatur  lebih  lanjut oleh PIHAK PERTAMA setelah
penandatanganan Perjanjian ini.

Bahwa PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK
KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK
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KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK
KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS,
PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK
KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN
BELAS dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK
PERTAMA hal sebagai berikut:

a)

b)

f)

Melaporkan dan bertanggung jawab atas pengelolaan,
penyaluran dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran
dana periode 26 Agustus 2013 s/d. tanggal 15 April 2017,
yang diterima baik dari Pemerintah, Swasta maupun
Masyarakat selama penyelenggaraan Karaton Kasunanan
Surakarta Hadiningrat.

Melaporkan dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana
periode 26 Agustus 2013 s/d. tanggal 15 April 2017, yang
diterima baik dari Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat
yang mencakup penerimaan, pengaministrasian,
penatausahaan, penggunaan, pembukuan, pertanggung
jawaban dan pelaporan dana yang diterima baik dari
Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat.

Melaporkan Daftar Nama penerima kekancingan periode 26
Agustus 2013 s/d. tanggal 15 April 2017.

Melaporkan kegiatan Forum Komunikasi dan Informasi
Karaton Nusantara.

Melaporkan dan membubarkan Ormas Lembaga Dewan Adat
Karaton Surakarta Hadiningrat dan/atau Lembaga lainnya
yang didirikan dan dibentuk dengan menggunakan dan
mengatasnamakan Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat
dua minggu setelah ditandatanganinya Perjanjian ini.
Melaporkan dan membubarkan Yayasan, Perseroan Terbatas
dan/atau Badan Hukumnya lainnya yang didirikan dan

dibentuk dengan menggunakan dan mengatasnamakan
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9)

h)

)

Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dua minggu
setelah ditandatangninya Perjanjian ini.

Melaporkan dan menginventaris permasalahan
hukum/sengketa/ konflik yang timbul baik secara pidana
maupun perdata antara Karaton Kasunanan Surakarta
Hadiningrat dengan Pihak Ketiga (Pemerintah, Swasta dan
Masyarakat) periode 26 Agustus 2013 s/d. tanggal 15 April
2017.

Melaporkan dan menginventaris perencanaan, pelaksanaan
pembangunan sarana dan prasarana, organisasi dan
ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan
kekayaan milik Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat
periode 26 Agustus 2013 s/d. tanggal 15 April 2017.
Melaporkan dan memberikan informasi secara tertulis (dalam
bentuk surat/dokumen/berkas dan lain-lain) yang berkaitan
dengan pengelolaan kekayaan milik Karaton Kasunanan
Surakarta Hadiningrat periode 26 Agustus 2013 = s/d. tanggal
15 April 2017.

Dan lain-lain.

20.Bahwa PIHAK KESEBELAS dan PIHAK KETIGA BELAS dengan
ini menyatakan kepada PIHAK PERTAMA hal sebagai berikut:

a)

b)

Bahwa PIHAK KESEBELAS dan PIHAK KETIGA BELAS pada
tanggal 04 Juli 2017 dengan ini mencabut Surat Gugatan
tanggal 15 Maret 2017 perihal Perbuatan Melawan Hukum,
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta
Nomor 61/Pdt.G/2017/PN.Skt tanggal 15 Maret 2017
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2017.

Bahwa PIHAK KESEBELAS dan PIHAK KETIGA BELAS
dengan ini mencabut semua Laporan Polisi/Laporan
Pengaduan terhadap PIHAK PERTAMA, baik yang telah
dan/atau sedang dilakukan proses penyelidikan dan

penyidikan oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia
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cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah cg. Kejaksaan Negeri
Surakarta maupun pihak Markas Besar Kepolisian Negara
Republik Indonesia cq. Kepolisan Daerah Jawa Tengah cq.
Kepolisian Resor Kota Surakarta cq. Kepolisian Sektor Pasar
Kliwon.

Bahwa PIHAK KESEBELAS dan PIHAK KETIGA BELAS
dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala klaim
ganti rugi, dan/atau tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata
dari PIHAK KESEBELAS dan PIHAK KETIGA BELAS
dan/atau dari pihak manapun dan/atau dalam bentuk apapun
juga yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surakarta cg. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah cq. Mahkamah
Agung Republik Indonesia.

21.Bahwa PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KETUJUH,
PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS,
PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK
KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS dan PIHAK
KEDELAPAN BELAS, dengan ini menyatakan kepada PIHAK
PERTAMA hal sebagai berikut:

a)

b)

Bahwa PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KETUJUH,
PIHAK  KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK
KESEBELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA
BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS
dan PIHAK KEDELAPAN BELAS pada tanggal 04 Juli 2017
dengan ini mencabut Surat Gugatan tanggal 05 April 2017
perinal Perbuatan Melawan Hukum, yang terdaftar di
Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Surakarta ~ Nomor
85/Pdt.G/2017/PN.Skt tanggal 05 April 2017 berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2017.

Bahwa PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KETUJUH,
PIHAK  KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK
KESEBELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA
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BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS
dan PIHAK KEDELAPAN BELAS dengan ini mencabut semua
Laporan Polisi/Laporan Pengaduan terhadap PIHAK
PERTAMA, baik yang telah dan/atau sedang dilakukan proses
penyelidikan dan penyidikan oleh pihak Kejaksaan Agung
Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah cq.
Kejaksaan Negeri Surakarta maupun pihak Markas Besar
Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepolisan Daerah
Jawa Tengah cq. Kepolisian Resor Kota Surakarta cq.
Kepolisian Sektor Pasar Kliwon.

c) Bahwa PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KETUJUH,
PIHAK  KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK
KESEBELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA
BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS
dan PIHAK KEDELAPAN BELAS dengan ini membebaskan
PIHAK PERTAMA dari segala klaim ganti rugi, dan/atau
tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata dari PIHAK
KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KETUJUH, PIHAK
KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS,
PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK
KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS dan PIHAK
KEDELAPAN BELAS dan/atau dari pihak manapun dan/atau
dalam bentuk apapun juga yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Surakarta cq. Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

22.Bahwa PIHAK KEDUA, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK

KEDELAPAN dan PIHAK KEDUA BELAS, dengan ini menyatakan

kepada PIHAK PERTAMA, membebaskan PIHAK PERTAMA dari

segala klaim ganti rugi, dan/atau tuntutan pidana dan/atau gugatan
perdata dari PIHAK KEDUA, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM,

PIHAK KEDELAPAN dan PIHAK KEDUA BELAS dan/atau dari

pihak manapun dan/atau dalam bentuk apapun juga yang terdaftar
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23.

24.

25.

26.

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta cg. Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan mencabut
Laporan Polisi/Laporan Pengaduan terhadap PIHAK KEDUA,
PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK
KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK
KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK
KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT
BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK
KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN BELAS, baik yang telah
dan/atau sedang dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan
oleh pihak Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
cq. Kepolisan Daerah Jawa Tengah cg. Kepolisian Resor Kota
Surakarta cq. Kepolisian Sektor Pasar Kliwon.

Bahwa Perjanjian ini didasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Bahwa tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya, PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK
KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH,
PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH,
PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA
BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS,
PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK
KEDELAPAN BELAS memilih tempat kedudukan yang tetap dan
umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas
IA Khusus dan/atau Pengadilan Negeri di daerah yang berwenang.
Bahwa Perjanjian ini akan disosialisasikan oleh PIHAK PERTAMA
dan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK
KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK
KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK
KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS,
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27.

28.

29.

PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK
KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN
BELAS baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini, atau
perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PIHAK
PERTAMA maupun PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK
KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH,
PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH,
PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA
BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS,
PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK
KEDELAPAN BELAS, maka akan diatur lebih lanjut dalam naskah
tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Bahwa dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam
Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan
perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak
mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan
atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam
hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini
tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK
KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH,
PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH,
PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA
BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS,
PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK
KEDELAPAN BELAS.

Bahwa pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK
KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH,
PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH,
PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA
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BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS,
PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK
KEDELAPAN BELAS serta dengan disaksikan oleh PARA SAKSI,
maka seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku
jabatan di lingkungan Pemerintahan Karaton Kasunanan Surakarta
Hadiningrat maupun yang berada di Kelembagaan Keraton
Kasunanan Surakarta dinyatakan dihapuskan, dibubarkan, diubah,
diganti, dicabut, tidak berlaku sampai dengan diatur kembali atau
disesuaikan dengan ketentuan baru oleh PIHAK PERTAMA
berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat Karaton Kasunanan
Surakarta Hadiningarat.
30.Bahwa Perjanjian ini beserta seluruh isinya mulai berlaku pada
tanggal ditandatanganinya dan mengikat PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK
KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK
KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK
KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS,
PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK
KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN
BELAS beserta seluruh kerabat/
keluarga/keturunan/family/sanak/saudara/trah Karaton Kasunanan
Surakarta Hadiningrat.
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT,
PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK
KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK
KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK
KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS,
PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN BELAS dengan penih
itikad baik, tanpa adanya hambatan, pengaruh, pemaksaan, tekanan,
ancaman atau intervensi dari pihak manapun juga, serta dibuat dalam

rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup dan berkekuatan
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hukum yang sama, selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK
KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK
KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK
KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS,
PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH
BELAS, PIHAK KEDELAPAN BELAS menyatakan telah mengerti dan
memahami isi Perjanjian ini, dan masing-masing mendapatkan 1
(satu) rangkap dari Perjanjian ini.
Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada ketentuan yang menyebutkan
siapa yang dimaksud dengan penggugat tersebut. Tetapi dari
ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diketahui apa yang
dimaksud dengan penggugat. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut
menentukan:
“‘Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang
yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa
disertai dengan tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”
Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam sengketa
Tata Usaha Negara, yang dapat bertindak sebagai penggugat adalah:
a. orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu
Keputusan Tata Usaha Negara;
b. Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan
oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara.
Bahwa berdasarkan hal ini sudah jelas diperoleh suatu Kesimpulan
bahwa tidak mungkin Badan atau Pejabat Negara bertindak sebagai

penggugat, sebab Badan atau Pejabat negara tersebutlah yang
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mengeluarkan suatu Keputusan yang dianggap telah mendatangkan
suatu kerugian bagi kepentingan pihak lain.
Bahwa Unsur “kepentingan” pada ketentuan yang terdapat padal
Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ini sangat penting dan menentukan
apakah seseorang atau badan hukum perdata dapat bertindak
sebagai penggugat, maka perlu terlebih dahulu diketahui apa yang
dimaksud dengan "kepentingan” pada ketentuan tersebut.
Bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara
Tata Usaha Negara itu mengadung arti, yaitu:
1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan
2. kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan
melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.
Bahwa kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan harus bersifat
"langsung terkena”, artinya kepentingan tersebut tidak boleh
terselubung di balik kepentingan orang lain (rechtstreeks belang)
sesuai dengan adagium yang menyatakan point d’interest, point
d’action.
Bahwa jika diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara dan apa yang dimaksud dengan "kepentingan” dalam
ketentuan tersebut, maka actio popularis tidaklah berlaku dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.
Bahwa Actio Popularis adalah pengajuan gugatan yang dapat
dilakukan oleh setiap orang terhadap adanya perbuatan melawan
hukum dengan mengatasnamakan kepentingan umum berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya prosedur
tersebut.
Bahwa dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang
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Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seseorang atau
badan hukum perdata tidak dapat bertindak sebagai penggugat dalam
sidang peradilan dengan mempergunakan prosedur actio popularis.

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, TERGUGAT Il INTERVENSI
berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka
berdasarkan butir 11 halaman 10, butir 29 dan butir 30 halaman 15
dari Perjanjian Perdamaian antara TUAN S.I.S.K.S. PAKOE
BOEWONO XIIl dengan NYONYA DRA. G.R.Ay. KOES MOERTIYAH
dkk Tentang PELESTARIAN KARATON KASUNANAN SURAKARTA
HADININGRAT SEBAGAI PENINGGALAN BUDAYA BANGSA DAN
UMAT MANUSIA tertanggal 23 Juni 2017, maka seluruh kedudukan
PENGGUGAT dan kawan-kawan, termasuk jabatan serta pejabat
yang berada di lingkungan Pemerintahan Karaton Kasunanan
Surakarta Hadiningrat dan Kelembagaan Keraton Kasunanan
Surakarta, secara hukum dinyatakan dihapuskan, dibubarkan, diubah,
diganti, dicabut, atau dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan ini berlaku
hingga diatur kembali atau disesuaikan dengan peraturan baru yang
ditetapkan oleh TUAN SISKS. PAKOE BOEWONO XIlI selaku PIHAK
PERTAMA, berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat Karaton
Kasunanan Surakarta Hadiningrat, oleh karena itu PENGGUGAT
selaku Pangageng Sasana Wilopo Karaton Kasunanan Surakarta
Hadiningrat berdasarkan Surat Kakancingan SISKS Pakoe Boewono
Xl Nomor: 70/ D.13.S.W.10/2004 tertanggal 26 Oktober 2004,
dinyatakan tidak berlaku dan PENGGUGAT tidak memiliki
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN TIDAK ADA
KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN dalam perkara a
gou. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berhak
mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah setiap
orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan hukum

yang dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Namun,
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11.

dalam perkara a quo, PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan
hukum yang nyata dan langsung terhadap OBJEK SENGKETA
(OBYEK GUGATAN) yang diajukan, sehingga tidak memenuhi syarat
kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Selain itu, PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya kerugian
hukum yang timbul secara langsung akibat Keputusan Tata Usaha
Negara yang disengketakan, sehingga gugatan ini tidak memenuhi
syarat formil dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara.
Sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/TUN/2009,
suatu keputusan administrasi yang bersifat pencatatan atau
prosedural murni tidak menimbulkan akibat hukum langsung bagi
pihak lain dan dengan demikian bukan merupakan OBJEK
SENGKETA (OBYEK GUGATAN) di Peradilan Tata Usaha Negara.
Oleh karena itu, PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum (legal
standing) yang sah untuk mengajukan gugatan, dan OBJEK
SENGKETA (OBYEK GUGATAN) yang diajukan tidak memenubhi
kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final,
mengikat, serta menimbulkan akibat hukum langsung, sehingga
gugatan ini tidak dapat diterima.

Bahwa TERGUGAT Il INTERVENSI dengan tegas menolak dalil
hukum GUGATAN PENGGUGAT pada halaman 1 s/d. 11 angka I. s/d.
angka VI di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang TERKAIT
OBSCUUR LIBEL GUGATAN, karena dalil hukum tersebut sangat
lemah dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa fakta hukumnya, Gugatan PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL.
Ketentuan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum,
termasuk dasar hukum, yurisprudensi, serta doktrin dalam hukum
administrasi negara, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh
TERGUGAT Il INTERVENSI sebagai berikut:
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Bahwa Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)
berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan wajib memuat secara jelas
identitas para pihak, obyek sengketa, alasan gugatan, serta tuntutan.
Bahwa gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini mengandung
ketidakjelasan karena OBJEK SENGKETA (OBYEK GUGATAN) yang
diajukan berupa perubahan pencatatan perubahan nama (perubahan
elemen data kependudukan), yang pada hakikatnya merupakan
keputusan administrasi yang bersifat pencatatan atau prosedural
murni  tanpa memberikan akibat hukum langsung kepada
PENGGUGAT. Oleh karena itu, gugatan tersebut tidak memenuhi
syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara Peradilan Tata
Usaha Negara.

Bahwa Keputusan Administratif yang Bersifat Pencatatan Tidak Dapat
Digugat, dalam berbagai yurisprudensi dan doktrin hukum administrasi
negara, suatu keputusan administrasi yang bersifat pencatatan murni,
yang tidak menciptakan hak atau kewajiban baru bagi pihak yang
berkepentingan, tidak dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata
Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata
Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 268
K/TUN/2005, dijelaskan bahwa suatu keputusan administratif yang
bersifat pencatatan semata tidak memiliki akibat hukum langsung
yang merugikan, sehingga tidak dapat digugat ke Peradilan Tata
Usaha Negara.

Bahwa Gugatan PENGGUGAT Tidak Memenuhi Unsur KTUN,
menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
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tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, suatu keputusan Tata Usaha
Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. Merupakan
keputusan tertulis; b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha
Negara; c. Bersifat konkret, individual, dan final; d. Menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa dalam perkara ini, perubahan pencatatan elemen data
kependudukan hanyalah tindakan administratif yang bersifat
prosedural dan tidak memiliki akibat hukum langsung terhadap
PENGGUGAT. Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT tidak
memenuhi unsur KTUN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
PTUN.

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, TERGUGAT Il INTERVENSI
berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka
dalam menyusun suatu surat gugatan yang nantinya diajukan ke
PTUN harus benar-benar dibuat hati-hati dan teliti. Sebab apabila
surat gugatan ini terdapat kekeliruan dan kesalahan dapat
menyebabkan surat gugatan itu ditolak atau tidak diterima.
Menyangkut bagaimana isi dari suatu surat gugatan yang diajukan ke
Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pasal 56 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur
ketentuan tersebut. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan syarat-syarat
gugatan adalah sebagai berikut: 1) Gugatan harus memuat: “a) nama,
kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau
kuasanya; b) nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c) dasar
gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan”. 2)
Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa
penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. 3)
Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara
yang disengketakan oleh penggugat. Namun, gugatan PENGGUGAT

dalam perkara ini mengandung ketidakjelasan (obscuur libel) karena
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obyek sengketa berupa perubahan pencatatan elemen data
kependudukan yang bersifat administratif dan prosedural murni, tanpa
menimbulkan  akibat hukum langsung bagi PENGGUGAT.
Berdasarkan yurisprudensi dan doktrin hukum administrasi negara,
keputusan administratif yang bersifat pencatatan semata tidak dapat
dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat
menjadi OBJEK SENGKETA (OBYEK GUGATAN) di Peradilan Tata
Usaha Negara, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor 268 K/TUN/2005. Selain itu, merujuk pada Pasal 1
angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, suatu keputusan dapat dikualifikasikan sebagai
Keputusan Tata Usaha Negara apabila bersifat konkret, individual,
final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata, sedangkan pencatatan perubahan elemen data
kependudukan tidak memenuhi unsur-unsur tersebut. Lebih lanjut,
Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara mengecualikan keputusan administratif
yang bersifat pengaturan umum dari kategori Keputusan Tata Usaha
Negara. Sejalan dengan itu, pendapat ahli hukum administrasi negara,
seperti Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa keputusan yang
bersifat pencatatan administratif tidak memiliki akibat hukum langsung
dan karenanya tidak dapat menjadi obyek sengketa di Peradilan Tata
Usaha Negara. Dengan demikian, gugatan Penggugat tidak
memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam hukum acara
Peradilan Tata Usaha Negara dan seharusnya dinyatakan tidak dapat
diterima.

Bahwa TERGUGAT Il INTERVENSI dengan tegas menolak dalil
hukum GUGATAN PENGGUGAT pada halaman 1 s/d. 11 angka I. s/d.
angka VI di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang TERKAIT
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KURANG PIHAK, karena dalil hukum tersebut sangat lemah dan tidak

berdasarkan hukum.

Bahwa fakta hukumnya, Gugatan PENGGUGAT di Pengadilan Tata

Usaha Negara Semarang TERKAIT KURANG PIHAK. Ketentuan ini

didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum, termasuk dasar

hukum, yurisprudensi, serta doktrin dalam hukum administrasi negara,
yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh TERGUGAT Il INTERVENSI
sebagai berikut:

A. Bahwa Gugatan Mengandung Cacat Formil karena Tidak
Menyertakan Pihak yang Berkepentingan
Bahwa dalam perkara a qou, terdapat pihak lain yang memiliki
kepentingan hukum yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam
gugatan, sehingga gugatan menjadi kurang pihak yaitu Sri
Susuhunan Pakoe Boewono Xlll yang bergelar Sampeyan Dalem
Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakoe Boewono Senapati
Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayyidin Panatagama Ingkang
Kaping XIII Ing Surakarta Hadiningrat yang dalam hal ini selaku Sri
Susuhunan/Raja/Pemimpin dan Penanggung Jawab Tertinggi serta
Pemangku Adat di Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

B. Bahwa Dalam Perkara Ini Berlaku Prinsip Plurium Litis Consortium
Bahwa dalam praktik peradilan, prinsip plurium litis consortium
mensyaratkan bahwa dalam suatu gugatan yang memiliki
hubungan hukum dengan pihak lain yang turut berkepentingan (Sri
Susuhunan Pakoe Boewono XIll), semua pihak tersebut harus
dimasukkan dalam gugatan agar putusan yang dijatuhkan dapat
memiliki kekuatan hukum yang pasti dan dapat dilaksanakan
secara efektif. Jika tidak, maka putusan yang dihasilkan dapat
menjadi non executable.

C. Bahwa Gugatan Tidak Memenuhi Prinsip Audi et Alteram Partem
Bahwa prinsip audi et alteram partem (mendengarkan kedua belah
pihak) merupakan asas fundamental dalam hukum acara yang

menegaskan bahwa setiap pihak yang memiliki kepentingan hukum
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dalam suatu sengketa harus diberikan kesempatan untuk didengar
dalam proses peradilan. Jika ada pihak yang berkepentingan (Sri
Susuhunan Pakoe Boewono XIIl) tetapi tidak dimasukkan dalam
gugatan, maka asas ini dilanggar, sehingga gugatan menjadi cacat
formil.

. Bahwa Terdapat Yurisprudensi yang Mendukung Eksepsi Kurang
Pihak

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan
Nomor 271 K/TUN/2016 dan Putusan Nomor 198 K/TUN/2019
menegaskan bahwa gugatan yang tidak mencantumkan pihak yang
berkepentingan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard) karena kurang pihak.

. Bahwa Doktrin Hukum Mendukung Argumentasi Kurang Pihak
Bahwa doktrin hukum administrasi negara menyatakan bahwa
suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual,
konkret, dan final tidak hanya berdampak pada pihak yang
menggugat, tetapi juga terhadap pihak lain yang memiliki
kepentingan hukum. Oleh karena itu, setiap pihak yang
berkepentingan (Sri Susuhunan Pakoe Boewono XIll) harus
dimasukkan dalam gugatan guna menghindari ketidakpastian
hukum.

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, TERGUGAT I
INTERVENSI berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh
PENGGUGAT dalam perkara ini, gugatan yang diajukan
mengandung cacat formil karena tidak menyertakan pihak yang
berkepentingan, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Prinsip plurium
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litis consortium mengharuskan setiap pihak (Sri Susuhunan Pakoe
Boewono Xlll) yang memiliki hubungan hukum dengan objek
sengketa turut serta dalam gugatan guna memastikan putusan
yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi secara efektif.
Selain itu, gugatan ini melanggar asas audi et alteram partem, yang
menjamin hak setiap pihak yang berkepentingan untuk didengar
dalam proses peradilan. Yurisprudensi Mahkamah Agung,
sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 271 K/ TUN/2016
dan Putusan Nomor 198 K/TUN/2019, menegaskan bahwa gugatan
yang tidak mencantumkan pihak berkepentingan (Sri Susuhunan
Pakoe Boewono XIll) dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard). Secara doktrinal, hukum administrasi
negara juga menegaskan bahwa keputusan Tata Usaha Negara
yang bersifat individual, konkret, dan final berimplikasi tidak hanya
pada penggugat, tetapi juga pada pihak lain (Sri Susuhunan Pakoe
Boewono XIIl) yang memiliki kepentingan hukum, sehingga
ketidakterlibatan pihak tersebut dalam gugatan berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, gugatan
PENGGUGAT ini seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard) karena kurang pihak.
[I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT Il INTERVENSI setelah membaca dan
mencermati Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara Nomor Register:
3/G/2025/PTUN.SMG tertanggal 15 Januari 2025, dengan ini menolak
dengan keras dan tegas semua dalil hukum yang diajukan oleh
PENGGUGAT dalam ALASAN-ALASAN GUGATAN a quo, kecuali
yang diakui secara tegas dan/atau tidak bertentangan dengan dalil
TERGUGAT Il INTERVENSI.

2. Bahwa segala sesuatu yang telah di dalil oleh TERGUGAT I
INTERVENSI dalam bagian Eksepsi mohon dianggap pula dalam
Dalam Pokok Perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan dalil Dalam Eksepsi, dan TERGUGAT Il INTERVENSI dengan
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tegas menolak dalil hukum GUGATAN PENGGUGAT pada halaman 7
s/d. 10 angka 1. s/d. angka 7 di Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang TERKAIT ALASAN-ALASAN GUGATAN, karena dalil
hukum tersebut sangat lemah dan tidak berdasarkan hukum serta
fakta hukumnya, telah dijawab dalam Eksepsi TERGUGAT I
INTEVENSI dari butir 1 s/d. 12 dalam perkara a gou.

Bahwa TERGUGAT Il INTERVENSI dengan tegas menolak dalil
hukum PENGGUGAT pada halaman 7 angka 1 dan 2 ALASAN-
ALASAN GUGATAN PENGGUGAT, karena dalil hukum tersebut
sangat lemah dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa fakta hukumnya, PENGGUGAT kerap kali melakukan
pembunuhan karakter terhadap TERGUGAT Il INTERVENSI dengan
upaya sistematis untuk merusak reputasi, kredibilitas, dan citra
TERGUGAT II INTERVENSI melalui fitnah, tuduhan palsu, manipulasi
fakta, atau penyebaran informasi yang meragukan. Tujuan utamanya
adalah menurunkan kepercayaan publik terhadap TERGUGAT I
INTERVENSI dan sering kali demi kepentingan politik, ekonomi, atau
ambisi pribadi PENGGUGAT.

Bahwa suami sah TERGUGAT Il INTERVENSI adalah SISKS Pakoe
Boewono Xl selaku Baginda Yang Dipertuan Pemangku Takhta Adat,
simbol dan kepala monarki seremonial serta pemimpin informal
kebudayaan yang menguasai dan/atau berkuasa atas (sesuatu) atau
memegang kekuasaan atas (sesuatu) dan menjalankan fungsi
Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai Pemangku Adat
Jawa khususnya budaya gagrag (gaya) Surakarta, dan fungsi Karaton
Kasunanan Surakarta Hadiningrat pun berubah menjadi pelindung dan
penjaga identitas budaya Jawa khususnya gaya Surakarta serta
penyelenggara adat istiadat Jawa yang bertugas memberdayakan,
melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat Jawa dengan segala
kelengkapannya untuk keperluan upacara, peringatan dan perayaan-

perayaan lainnya dalam rangka adat Keraton Kasunanan.
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Bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 1988 Tentang Status Dan Pengelolaan Keraton
Kasunanan Surakarta yaitu:

“Sri Susuhunan selaku pimpinan Kasunanan Surakarta dapat

menggunakan keraton dan segala kelengkapannya untuk keperluan

upacara, peringatan dan perayaan-perayaan lainnya dalam rangka
adat Keraton Kasunanan.”

Bahwa saat ini suami TERGUGAT Il INTERVENSI yang berkuasa

penuh di Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah SISKS

Pakoe Boewono XllI yang bergelar Sampeyan Dalem Ingkang

Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakoe Boewono Senapati Ing Ngalaga

Ngabdurrakhman Sayyidin Panatagama Ingkang Kaping Xl Ing

Surakarta Hadiningrat selaku Sri Susuhunan/Raja/Pemimpin dan

Penanggung Jawab Tertinggi serta Pemangku Adat di Karaton

Kasunanan Surakarta Hadiningrat, adapun Struktur Organisasi

Karaton, sebagai berikut:

|.  SISKS Pakoe Boewono XlII selaku Sri Susuhunan/Raja/Pemimpin
dan Penanggung Jawab Tertinggi serta Pemangku Adat di Karaton
Kasunanan Surakarta Hadiningrat

Il. Paranpara Nata (Dewan Penasihat Raja)

lll. Paran Kapujanggan Nata (Penasihat Spiritual Raja)

IV. Paran Karsa Nata (Dewan Pelaksana Perintah Raja)

V. Pengageng Lembaga Hukum & Hak Asasi Manusia Karaton
Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Menegakkan hukum dan
keadilan, serta melindungi masyarakat adat dan menjaga stabilitas
hukum di karaton)

VI. Pengageng Parentah Karaton
Parentah Karaton bertanggung jawab atas berbagai aspek
administrasi dan operasional Karaton. Lembaga ini membawabhi
beberapa bidang utama:

1. Sitoradyo Bertanggung jawab atas administrasi personalia,

pemberian ganjaran, pengelolaan pertanahan, pesanggrahan,
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VILI.

VIII.

properti milik raja, kesehatan, serta ekspedisi surat-menyurat.

Sitoradyo terbagi menjadi tiga urusan:

a. Kabupaten Keparak Mandrabudaya — Bertanggung jawab
atas keamanan di lingkungan Karaton, pengembangan
kesenian, urusan keagamaan (Jurusuranata), kehumasan,
pengelolaan museum, dan perpustakaan.

b. Kabupaten Anom Sasana Prabu — Bertanggung jawab
atas pengelolaan reksacundaka, sewaka, kebondarat,
serta pemeliharaan gedung dan pesanggrahan.

c. Kabupaten Jurukunci Imogiri dan Kota Gede -
Bertanggung jawab atas pengelolaan makam Imogiri,
Pajimatan Girilaya, Banyusumurup, Panitikan, serta
makam-makam Karaton lainnya.

2. Pengageng Marduyagno Bertanggung jawab atas urusan
umum, pranatan, pengawasan, kebersihan, listrik, air minum,
dan telekomunikasi.

3. Pengageng Pantiwardaya Bertanggung jawab atas
pengelolaan anggaran keuangan, gaji, pensiun, serta kas
Karaton.

Pengageng Parentah Keputren

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan sesaji, pengelolaan

kamar pusaka, dapur Karaton, serta pembinaan Bedhaya (penari

wanita), pesinden (waranggana), dan reksawanita (polisi wanita

Karaton).

Pengageng Kasentanan

Bertanggung jawab atas segala urusan yang berkaitan dengan

keperluan putra-putri raja dan kerabat sentana, termasuk

penerbitan surat keputusan terkait.

Pengageng Sasana Wilapa

Bertanggung jawab atas penyampaian titah raja, administrasi
ketatausahaan, penyusunan surat-surat raja, pelaksanaan titah
raja, pengelolaan personalia, kekayaan Karaton, kehumasan,
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serta yayasan-yayasan dan membawahi sembilan bidang
kegiatan:

1.

Museum/Pariwisata

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan upacara dan tata
cara adat, pengelolaan museum Karaton, Sasana Pustaka,
Bangsal Pagelaran, serta Alun-Alun.

Keputren

Bertanggung jawab atas pengelolaan kamar pusaka,
Priyantun Kamar, Emban Kyai Duda, Reksawanita, Ngulama
Putri, Karesikan, Bedhaya, Pasindhen, dan Pawon Sajen.
Kartipraja

Bertanggung jawab atas pengawasan melalui Wismayana,
serta pengelolaan kelistrikan, air minum, telekomunikasi,
ekspedisi surat-menyurat, ganjaran, kesehatan, Mandrasana
(logistik), dan Anon-anon.

Pasiten

Bertanggung jawab atas pengelolaan tanah, properti Karaton,
serta pesanggrahan.

Mandrabudaya

Bertanggung jawab atas keamanan Karaton, pengelolaan
Lembisana, Langentaya, abdi dalem prajurit, pengrawit, serta
Keparak Njawi.

Sasana Prabu

Bertanggung jawab atas pengelolaan Reksacundhaka,
Sewaka, Kebondarat, Reksapusaka, Reksasugata, dan
Nandon.

Karti Pura

Bertanggung jawab atas pengelolaan Kriya, Reksawahana,
Gitaswandana, Panti Pradipta, Kyai Slamet, serta kendaraan
(kereta, mobil, dan abdi dalem Kalang).

Kusumawandawa

Bertanggung jawab atas urusan Sentana Dalem serta
penerbitan keputusan resmi Karaton.

Yogiswara

Bertanggung jawab atas pengelolaan makam-makam Karaton,
termasuk Imogiri, Girilaya, Banyusumurup, Panitikan,
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Laweyan, Demak, Bathara Katong, Butuh, Ki Ageng Sela,
Bondhan Kejawen, Sunan Muria, serta makam-makam
lainnya.
Bahwa silsilah, KGPH. Purubaya (naik takhta sebagai Sri Susuhunan
Pakoe Boewono XIl) putra keenam dari Sri Susuhunan Pakoe
Boewono XI dan permaisuri GKR. Pakoe Boewono, atau anak terakhir
dari kesebelas putra-putri Sri Susuhunan Pakoe Boewono XI. Raden
Mas Suryo Guritno, putra Pakoe Boewono Xlyang lahir dari
permaisuri KRAy. Koespariyah (bergelar GKR. Pakoe Boewono) pada
tanggal 14 April 1925. la juga memiliki seorang saudara perempuan
seibu bernama GRAy. Koes Sapariyam (bergelar GKR. Kedaton).
Sri Susuhunan Pakoe Boewono XII memiliki enam istri:
KRAy. Mandayaningrum
KRAy. Retnodiningrum
KRAYy. Pradapaningrum
KRAy. Kusumaningrum
KRAy. Rogasmoro

o AN e

KRAy. Pujaningrum
Sri Susuhunan Pakoe Boewono XII memiliki lima belas putra dan dua
puluh putri:
1. GRAy. Koes Ondowiyah/GKR. Alit (KRAy. Mandayaningrum)
2. GRM. Suryo Partono/KGPH. Hangabehi (naik takhta sebagai Sri
Susuhunan Pakoe Boewono XlIl) (KRAy. Pradapaningrum)
3. GRM. Suryo  Suprapto/KGPH. Hadi  Prabowo/KGPH.
Panembahan Puspo Hadi Kusumo (KRAy. Rogasmara)
4. GRAy. Koes Supiyah/GKR. Galuh Kencana (KRAy.
Pradapaningrum)
5. GRM. Suryono/KGPH. Puspo Hadikusumo (KRAYy.
Kusumaningrum)
6. GRAy. Koes Rahmaniyah (KRAy. Rogasmara)
GRAy. Koes Saparniyah (KRAy. Mandayaningrum)
8. GRAy. Koes Handariyah/GKR. Sekar Kencana (KRAy.

Pradapaningrum)
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10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.
29.

GRAYy. Koes Kristiyah (KRAy. Pujaningrum)

GRAYy. Koes Sapardiyah (KRAy. Rogasmara)

GRAy. Koes Raspiyah (KRAy. Retnadiningrum)

GRM. Suryo Suseno/KGPH. Kusumoyudha (KRAYy.
Pradapaningrum)

GRAy. Koes Sutriyah (KRAy. Mandayaningrum)

GRAy. Koes Isbandiyah/GKR. Retna Dumilah (KRAy.
Pradapaningrum)

GRM. Suryo Sutejo/KGPH. Panembahan Agung Tejawulan/Kol.
Inf. KGPH Tejo Wulan/KGPA. (Kanjeng Gusti Panembahan
Agung) Tedjo Wulan (KRAy. Retnadiningrum)

GRAy. Koes Partinah (KRAy. Pujaningrum)

GRM. Suryo Bandono/KGPH. Puger (KRAy. Pradapaningrum)
GRM. Suryo Suparto/KGPH. Dipokusumo/Drs GPH Dipo
Kusumo/KGPH. Adipati Drs. Dipo Kusumo, M.Si. (KRAy.
Retnadiningrum)

GRM. Suryo Saroso (KRAy. Pujaningrum)

GRM. Suryo Bandriyo/KGPH. Benowo/GPH Benowo/KGPH.
Adipati Benowo (KRAy. Pradapaningrum)

GRAYy. Koes Niyah (KRAy. Retnadiningrum)

GRM. Suryo Sudiro/GPH. Notokusumo (KRAy. Pujaningrum)
GRM. Suryo Suharso/GPH. Madukusumonagoro (KRAy.
Pradapaningrum)

GRM. Suryo Darsono/GPH. Wijoyo Sudarsono (KRAy.
Retnadiningrum)

GRAy. Koes Moertiyah/GKR. Wandansari (KRAYy.
Pradapaningrum)

GRM. Suryo Sutrisno/GPH. Suryo Wicaksono (KRAy.
Pujaningrum)

GRAYy. Koes Sabandiyah (KRAy. Retnadiningrum)

GRAYy. Koes Triniyah (KRAy. Pujaningrum)

GRAy. Koes Indriyah/GKR. Ayu (KRAy. Pradapaningrum)
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30. GRM. Nur Muhammad/GPH. Cahyaningrat (KRAy. Pujaningrum)
31. GRAy. Koes Suwiyah (KRAy. Mandayaningrum)
32. GRAy. Koes Ismaniyah (KRAy. Pujaningrum)
33. GRAy. Koes Samsiyah (KRAy. Pujaningrum)
34. GRAYy. Koes Saparsiyah (KRAy. Pujaningrum)
35. GRM. Suryo Wahono/GPH. Suryo Mataram (KRAy.
Pujaningrum)
Bahwa silsilah, Sri Susuhunan Pakoe Boewono Xl anak laki-laki
pertama dari garwa ampil ke-3 Sri Susuhunan Pakoe Boewono
Xl bernama KRAy. Pradapaningrum/ KRAy. Pradapaningrum/KR.
Ageng, telah lahir seorang anak lelaki tertua pada Senin, 28
Juni 1948, dengan nama GRM. Suryadi. Karena sakit-sakitan,
neneknya yang permaisuri Sri  Susuhunan Pakoe Boewono
Xl bernama GKR. Pakoe Boewono, mengganti nama sang cucu
menjadi GRM. Suryo Partono (bahasa Jawa: Gusti Raden Mas Surya
Partana) seperti lazimnya masyarakat kebanyakan mengikuti petuah
spiritual dalam adat Suku Jawa. Ketika sudah dewasa dan Pakoe
Boewono XIl bersama seluruh komunitas karaton berada di alam
republik, pada tahun 1979 paugeran atau pranata adat lalu
menetapkan GRM. Suryo Partono yang merupakan putra laki-laki
tertua berhak menyandang nama Hangabehi dengan gelar Kangjeng
Gusti Pangeran Harya. Artinya, dia adalah seorang pangeran tertua
yang disiapkan menjadi calon penerus takhta.
Sri Susuhunan Pakoe Boewono Xl menikah tiga kali:
1. Nuk Kusumaningdyah/KRAy. Endang Kusumaningdyah (bercerali
sebelum naik takhta)
2. Winari Sri Haryani (bercerai sebelum naik takhta)
Winarni/KRAy. Adipati Pradapaningsih/GKR. Pakoe Boewono
(Prameswari Pakoe Boewono)
Sri Susuhunan Pakoe Boewono Xl memiliki dua putra:
1. GRM. Suryo Suharto/ Kangjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH)
Mangkubumi (dari Winari)
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2. GRM. Suryo Aryo Mustiko/GPH. Purubaya/KGPH.
Purubaya/Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA)
Hamangkunegoro Sudibya Rajaputra Narendra Mataram (dari
GKR. Pakoe Boewono)

Sri Susuhunan Pakoe Boewono XIII memiliki lima putri:

1. GRAy. Rumbai Kusuma Dewayani/GKR. Timoer (dari KRAy.
Endang Kusumaningdyah)

2. GRAy. Devi Lelyana Dewi (dari KRAy. Endang
Kusumaningdyah)

3. GRAy. Dewi Ratih Widyasari (dari KRAy. Endang
Kusumaningdyah)

4. BRAy. Sugih Oceania (dari Winari)

5. GRAy. Putri Purnaningrum (dari Winari)

Sri Susuhunan Pakoe Boewono Xl memiliki delapan cucu:

BRM. Pramuditho Adiwiwoho (GKR. Timoer)

BRA|. Shayna Lelyana (GRAYy. Devi Lelyana Dewi)

BRM. Noah Satrio (GRAYy. Devi Lelyana Dewi)

BRM. Yudhistira Rachmat Saputro (GRAy. Dewi Ratih Widyasari)

BRM. Hersar Dewa (GRAy. Dewi Ratih Widyasari)

BRA]. Arumi Larasati (KGPH. Mangkubumi)

BRM. Suryo Wijaya Basudewa (Almarhum) (KGPH. Mangkubumi)

BRM. Muhammad Ibrahim (KGPH. Mangkubumi)

Bahwa TERGUGAT Il INTERVENSI dengan tegas menolak dalil

hukum PENGGUGAT pada halaman 7, 8, 9, 10 dan 11 angka 3, 4, 5,

6 dan 7 ALASAN-ALASAN GUGATAN PENGGUGAT, karena dalil

hukum tersebut sangat lemah dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa fakta hukumnya, ALASAN-ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

merupakan keputusan administratif yang bersifat pencatatan

@ N TRorERee N B

administratif murni dalam konteks kependudukan adalah keputusan
yang hanya Dberfungsi sebagai perekaman, pembaruan, atau
perubahan informasi kependudukan tanpa menciptakan, mengubah,

atau mencabut hak atau kewajiban hukum seseorang. keputusan ini
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hanya bersifat administratif dan tidak menimbulkan akibat hukum

langsung terhadap hak-hak perdata, sehingga tidak termasuk dalam

OBJEK SENGKETA di PTUN.

Bahwa pencatatan perubahan elemen data kependudukan diatur

dalam:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.

2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018.

Bahwa menurut regulasi tersebut, pencatatan elemen data

kependudukan hanya bersifat administratif dan tidak memiliki dampak

hukum terhadap hak perdata seseorang apalagi PENGGUGAT.

Bahwa elemen data kependudukan yang hanya bersifat pencatatan

administratif berupa beberapa perubahan elemen data kependudukan

yang hanya bersifat administratif dan tidak menimbulkan akibat hukum
langsung, antara lain:

1. Perubahan Nama atau Ejaan Nama,

Perubahan Alamat Domisili;

Perubahan Status Perkawinan;

Perubahan Pekerjaan dalam KTP atau KK;

Penerbitan atau Perubahan NIK (Nomor Induk Kependudukan);

o gk~ w D

Pencatatan Kematian dalam KK atau Akta Kematian.

Bahwa mengapa pencatatan perubahan elemen data kependudukan
tidak bisa digugat di PTUN?

A. Tidak Memenuhi Syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara
(KTUN)

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
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Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, suatu
keputusan hanya dapat digugat di PTUN jika memenuhi empat
syarat:
1. Bersifat Konkret — Ada tindakan nyata yang mengubah
hak/kewajiban seseorang.
2. Bersifat Individual — Ditujukan kepada individu tertentu.
3. Bersifat Final — Tidak memerlukan keputusan lanjutan.
4. Menimbulkan Akibat Hukum Langsung — Harus berdampak
langsung terhadap hak atau kewajiban seseorang.

Bahwa pencatatan perubahan elemen data kependudukan tidak
memenuhi syarat keempat karena hanya memperbarui data
administrasi tanpa mengubah hak/kewajiban hukum seseorang.

B. Tidak Menimbulkan Akibat Hukum Langsung
Bahwa keputusan pencatatan perubahan elemen data
kependudukan tidak menciptakan hak baru, tidak mencabut hak
lama, dan tidak mengubah kewajiban seseorang, sehingga tidak
dapat dijadikan OBJEK SENGKETA di PTUN.

C. Hanya Bersifat Dokumentasi Administratif
Bahwa keputusan semacam ini hanya mencatat informasi dalam
sistem kependudukan, bukan keputusan yang menentukan hak
atau kewajiban hukum seseorang.
Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sering juga disebut dengan
keputusan administrasi negara. Di dalam Bahasa Belanda
Keputusan Tata Usaha Negara disebut beschikking yang berarti
norma hukum yang bersifat individual dan konkret sebagai
keputusan pejabat Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara
(beschikkingsdaad van de administratie).
Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan

Tata Usaha Negara adalah:
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"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum tata
usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata.”

Bahwa dari pengertian itu dapat ditarik unsur-unsur Keputusan
Tata Usaha Negara adalah:

. Suatu penetapan tertulis;

. dikeluarkan oleh badan hukum atau pejabat tata usaha negara;

. berisi tindakan hukum tata usaha negara;

1

2

3

4. bersifat konkret;

5. individual; dan;

6. final;

7. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata.

Bahwa yang menjadi titik tolak sengketa adalah "Keputusan Tata

Usaha Negara”, sebagaimana telah dipapar sebelumnya,

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis

yang dikeluarkan oleh Badan (Negara) atau oleh pejabat Tata

Usaha Negara (pegawai negara yang menjabat fungsi negara

tertentu) yang berisi suatu tindakan hukum (rechts handeling) dari

pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan

final yang menimbulkan akibat hukum (menimbulkan hak dan

kewajiban kepada orang lain bersifat individual) bagi seseorang

atau bagi suatu badan hukum perdata tertentu.

Bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa tentang sah

tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan

oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan hal ini

dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:
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(a) yang dapat digugat dihadapan Peradilan Tata Usaha Negara
hanyalah Badan atau Pejabata Tata Usaha Negara.

(b) sengketa yang dapat diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara
adalah sengketa suatu Keputusan Tata Usaha Negara, bukan
sengketa mengenai kepentingan pihak.

Bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 10

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara), yang dimaksud "sengketa Tata Usaha Negara”

adalah:

"Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara

orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa

Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.”

Bahwa di dalam ketentuan tersebut dapat ditarik beberapa unsur

sebagai yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara

terdiri dari, yaitu:
1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara.
2. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata
dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal Angka 10

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) jelas

menyatakan bahwa istilah “sengketa” mempunyai arti khusus

sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu menilai

perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum.
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Bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “"Tata Usaha
Negara”, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 menentukan bahwa:

“Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang
melaksanakan  fungsi  untuk  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan, baik di Pusat maupun di Daerah.”

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan”
dalam Pasal 1 angka 1 tersebut, sebagai kegiatan yang bersifat
eksekutif.

Bahwa berdasarkan argumentasi yang telah dikemukakan,
TERGUGAT Il INTERVENSI berpendapat bahwa gugatan yang
diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard) karena ALASAN-ALASAN GUGATAN PENGGUGAT
tidak memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara
yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini
disebabkan oleh keputusan administratif yang bersifat pencatatan
administratif murni dalam konteks kependudukan merupakan
keputusan yang hanya berfungsi sebagai perekaman, pembaruan,
atau perubahan informasi kependudukan tanpa menimbulkan
akibat hukum langsung terhadap hak atau kewajiban seseorang,
sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha
Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara. Ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden

Nomor 96 Tahun 2018, menegaskan bahwa perubahan elemen
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data kependudukan, seperti perubahan nama, alamat, status
perkawinan, pekerjaan, NIK, atau pencatatan kematian, hanya
bersifat administratif dan tidak menciptakan, mengubah, atau
mencabut hak serta kewajiban hukum seseorang. Dengan
demikian, pencatatan perubahan elemen data kependudukan tidak
memenuhi unsur "menimbulkan akibat hukum langsung” dan tidak
dapat dijadikan OBJEK SENGKETA di Peradilan Tata Usaha
Negara. Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi hukum yang
telah dikemukakan, TERGUGAT II INTERVENSI berpendapat
bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena objek gugatan tidak
memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang

dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT Il INTERVENSI
mohon kepada MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SEMARANG yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor
Register: 3/G/2025/PTUN.SMG tertanggal 15 Januari 2025, berkenan

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI

gl

Menyatakan menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT |l
INTERVENSI untuk seluruhnya.
Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA

1.

Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dalam
Perkara Nomor Register: 3/G/2025/PTUN.SMG tertanggal 15 Januari
2025 atau setidak-tidaknya Menyatakan Gugatan PENGGUGAT dalam
Perkara Nomor Register: 3/G/2025/ PTUN.SMG tertanggal 15 Januari
2025 Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/N.O.).

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.
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Penggugat mengajukan Replik tertulis atas Jawaban Tergugat dan
Tergugat Il Intervensi pada tanggal 25 Maret 2025 yang diajukan pada
persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada
tanggal 25 Maret 2025, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat
dan Tergugat Il Intervensi mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 09 April
2025 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pengadilan pada tanggal 09 April 2025;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat
yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan
pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-27,
sebagai berikut;

1. Bukti P-1 . Surat Keputusan ISKS. Paku Buwono Xl No.
70/D.13.S.W.10/2004 tentang Pengageng dan Wakil
Pengageng Kantor Sasono Wilopo Karaton
Surakarta Hadiningrat, tanggal 26 Oktober 2004
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

2. Bukti P-2 . Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta . Nomor: DC/2355/111/2024
kepada Pengageng Sasana Wilapa/Ketua Lembaga
Dewan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat, Hal:
Jawaban Keterangan, tanggal 13 Maret 2024
(fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti P-3 . Surat Kuasa Hukum Pengageng Sasana Wilapa
Nomor: 01.04/LHKS/IV/2024 kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta,
Hal: Keberatan atas NIK 3372034206720006 a/n
Gusti Kanjeng Ratu Pakoe Boewono, tanggal 1 April
2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

4.  Bukti P-4 . Surat Kuasa Hukum Pengageng Sasana Wilapa
Nomor: 10.06/LHKS/VI/2024 kepada Walikota
Surakarta, Hal: Banding Keberatan atas NIK
3372034206720006 a/n Gusti Kanjeng Ratu Pakoe
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5.

6.

7.

8.

Bukti P-5

Bukti P-6

Bukti P-7

Bukti P-8

Boewono, tanggal 10 Juni 2024 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

Resi Pengiriman surat Lembaga Hukum Kraton
Surakarta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surakarta melalui J&T Express
No.: JD0382496533 tanggal 2 April 2024 (fotokopi
sesuai dengan asli);

Resi Pengiriman surat Lembaga Hukum Karaton
Surakarta kepada Walikota Surakarta melalui J&T
Express No.: JD0398262584 tanggal 20 Juni 2024
(fotokopi sesuai dengan asli);

Putusan Nomor 1950 K/Pdt/2022 antara Ny. B.R.A.
Salindri Kusumo D.A., dkk (Para Pemohon Kasasi)
lawan 1. Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun
Kangjeng Susuhunan S.I.S.K.S. Pakubuwono XIl
Hangabehi (Termohon Kasasi), 2. Pemerintah
Negara Kesatuan Republik Indonesia cq Presiden
Republik Indonesia cq Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia, 3. Tuan Kangjeng Gusti
Panembahan Agung Tedjowulan (Para Turut
Termohon Kasasi), tanggal 29 Agustus 2022
(fotokopi sesuai dengan salinan);

Penetapan Nomor: 13/PEN.PDT/EKS/2023/PN Skt
jo Nomor: 87/Pdt.G/2019/PN. Skt jo Nomor:
545/Pdt/2020/PT.Smg jo Nomor 1950 K/Pdt/2022
antara Ny. B.R.A. Salindri Kusumo D.A., dkk (Para
Para Pemohon Eksekusi) lawan 1. Sampeyan Dalem
Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan S.1.S.K.S.
Pakubuwono XlIlI Hangabehi (Termohon Eksekusi-I),
2. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
cq Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

(Termohon Eksekusi-ll), 3. Tuan Kangjeng Gusti
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9.

10.

11.

12.

13.

Bukti P-9

Bukti P-10

Bukti P-11

Bukti P-12

Bukti P-13

Panembahan Agung Tedjo Wulan (Termohon
Eksekusi-1ll), tanggal 3 Juli 2024 (fotokopi sesuai
dengan turunan);

Berita Acara Eksekusi Pembukaan Pintu Utama Kori
Kamandungan Karaton Surakarta Nomor:
13/PEN.PDT/EKS/2023/PN Skt jo Nomor:
87/Pdt.G/2019/PN. Skt jo Nomor:
545/Pdt/2020/PT.Smg jo Nomor 1950 K/Pdt/2022
antara Ny. B.R.A. Salindri Kusumo D.A., dkk (Para
Para Pemohon Eksekusi) lawan 1. Sampeyan Dalem
Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan S.1.S.K.S.
Pakubuwono XlIlI Hangabehi (Termohon Eksekusi-I),
2. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
cq Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
(Termohon Eksekusi-ll), 3. Tuan Kangjeng Gusti
Panembahan Agung Tedjo Wulan (Termohon
Eksekusi-lll), tanggal 08 Agustus 2024 (fotokopi
sesuai dengan turunan);

Tanda Terima Dokumen Pencabutan Perjanjian,
tanggal 6-11-2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
Surat Pernyataan Pencabutan Surat Perdamaian
atas nama Tuan G.R.M. Suryo Bandono/G.P.H.
Puger, bulan Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

Surat Pernyataan Pencabutan Surat Perdamaian
atas nama Nyonya Dra. GRAy. Koes Moertiyah,
M.Pd/Dra. GKR. Wandansari, M.Pd, bulan Juni 2017
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Surat Pernyataan Pencabutan Surat Perdamaian
atas nama Tuan DR. K.P. Eddy Wirabhumi, S.H.,
M.M., bulan Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Bukti P-14

Bukti P-15

Bukti P-16

Bukti P-17

Bukti P-18

Bukti P-19

Bukti P-20

Bukti P-21

Bukti P-22

Bukti P-23

Surat Pernyataan Pencabutan Surat Perdamaian
atas nama Nyonya G.R.Ay. Koes Supiyah, bulan
Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Surat Pernyataan Pencabutan Surat Perdamaian
atas nama Tuan K.R.M.H. Satriyo Hadinagoro, bulan
Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Surat Pernyataan Pencabutan Surat Perdamaian
atas nama Nyonya G.R.Ay. Koes Handariyah, bulan
Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Surat Pernyataan Pencabutan Surat Perdamaian
atas nama Nyonya G.R.Ay. Koes Isbandiyah, bulan
Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Surat Pernyataan Pencabutan Surat Perdamaian
atas nama Nyonya G.R.Ay. Koes Indriyah, bulan
Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Surat Pernyataan Pencabutan Surat Perdamaian
atas nama Nyonya G.K.R. Timoer Rumbai Kusuma
Dewayani, bulan Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

Surat Pernyataan Pencabutan Surat Perdamaian
atas nama Tuan B.R.M. Bimo Rantas S.R.H.W.,
bulan Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
Surat Pernyataan Pencabutan Surat Perdamaian
atas nama Tuan B.R.M. Aditiyo Soepyo Harbanu,
bulan Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
Surat Pernyataan Pencabutan Surat Perdamaian
atas nama Tuan B.R.M. Sardiatmo Brotodiningrat,
bulan Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
Surat Pernyataan Pencabutan Surat Perdamaian
atas nama Tuan B.R.M. Djoko Marsaid, bulan Juni

2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
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24.

25.

26.

27.

yang

Bukti P-24

Bukti P-25

Bukti P-26

Bukti P-27

Surat Pernyataan Pencabutan Surat Perdamaian
atas nama Tuan R.M. Djoko Budi Suharnowo, bulan
Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Surat Pernyataan Pencabutan Surat Perdamaian
atas nama Tuan K.R.M.H. Bambang Sutedjo, bulan
Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Surat Pernyataan Pencabutan Surat Perdamaian
atas nama Tuan Markus Winarno, bulan Juni 2017
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2010/PN.Ska dari Dr.
KP. Eddy Wirabhumi, S.H., M.M. (Pemohon), tanggal
19 Maret 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat

telah diberi

meterai cukup serta telah dicocokkan dengan

pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-01 sampai dengan T-16,

sebagai berikut;

1.

Bukti T-01

Bukti T-02

Bukti T-03

Bukti T-04

Bukti T-05

Riwayat Perubahan Elemen Data di SIAKTerpusat
(fotokopi sesuai dengan screenshot);

Kutipan Akta Kelahiran No. 1.673/DIS/2001 atas
nama Winarni, tanggal 11 April 2001 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

Nawala Kakancingan Angka: W.13.08.12.0085
sesebutan sarta jeneng Kanjeng Raden Ayu Adipati
Pradapaningsih, tanggal 29 Juli 2008 (fotokopi
sesuai scan);

Nawala Kakancingan Angka: PB XIIl.A.001.2012
sesebutan sarta jeneng Kangjeng Ratu Pakoe
Boewono, tanggal 15 Juni 2012 (fotokopi sesuai
scan);

Nawala Kakancingan Angka: PB XIIl.A.002.2012

sesebutan sarta jeneng Kanjeng Ratu Pakoe
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10.

11.

Bukti T-06

Bukti T-07

Bukti T-08

Bukti T-09

Bukti T-10

Bukti T-11

Boewono, tanggal 15 Juni 2012 (fotokopi sesuai
scan);

Nawala Kakancingan Angka: PB XIIl.A.003.2012
sesebutan sarta jeneng Gusti Kanjeng Ratu Pakoe
Boewono, tanggal 15 Juni 2012 (fotokopi sesuai
scan);

Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta Nomor: DC.01.00/3066/2025
kepada Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, Hal: Konfirmasi
Akta Kelahiran, tanggal 11 April 2025 (fotokopi
sesuai dengan asli);

Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Sragen Nomor:
400.12.3.1/085/13/2025 kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta,
Hal: Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 16
April 2025 (fotokopi sesuai dengan printout);
Pencatatan Akta Kelahiran No. 1.675/DIS/2001 atas
nama Winarni, tanggal 11 April 2001 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

Bukti Tanda Terima Pelayanan Administrasi
Kependudukan No. Registrasi 7200202106100070
mengenai Perubahan KK atas pemohon SISKS
Pakoe Boewono XIll, tanggal permohonan 10-06-
2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti Tanda Terima Pelayanan Administrasi
Kependudukan No. Registrasi 7200202106100070
mengenai Perubahan KK atas pemohon SISKS
Pakoe Boewono XIlll, tanggal pengambilan 15-06-

2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
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12.

13.

14.

15.

16.

Bukti T-12

Bukti T-13

Bukti T-14

Bukti T-15

Bukti T-16

Kartu Tanda Penduduk NIK. 3372034206720006
atas nama Kangjeng Ratu Pakoe Boewono (fotokopi
dari fotokopi);

Kartu Keluarga No. 3372031702090012, nama
Kepala Keluarga SISKS Pakoe Boewono XIlI,
tanggal 03-12-2019 (fotokopi dari fotokopi);

Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data
Kependudukan atas nama Gusti Kanjeng Ratu
Pakoe Boewono, tanggal 10 Juni 2021 (fotokopi
sesuai dengan asli);

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan  Administrasi
Kependudukan (fotokopi dari fotokopi);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama
pada Dokumen Kependudukan (fotokopi dari

fotokopi);

Tergugat Il Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi

surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan

pembandingnya, masing-masing diberi tanda TIl Intervensi-1 sampai dengan

TIl Intervensi-27, sebagai berikut;

1.

2.

3.

Bukti Tl Intervensi-1  : Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan
Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti Tll Intervensi-2  : Kutipan Akta Kelahiran No. 1.673/DIS/2001

atas nama Winarni, tanggal 11 April 2001
(fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti TIl Intervensi-3 . Kutipan Akta Nikah Nomor 311/13/VI11/2002

antara KGPH Hangabeni bin Paku Buwono

Xlll dengan Winarni binti Kartomiharjo,
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10.

Bukti TII Intervensi-4

Bukti TII Intervensi-5

Bukti TII Intervensi-6

Bukti TII Intervensi-7

Bukti TII Intervensi-8

Bukti TII Intervensi-9

Bukti TII Intervensi-10

tanggal 4 Juli 2002 (fotokopi sesuai dengan
asli);

Kartu Keluarga No. 3372031702090012,
nama Kepala Keluarga SISKS Pakoe
Boewono XIII, tanggal 10-06-2021 (fotokopi
sesuai dengan asli);

Kartu Tanda Penduduk NIK.
3372034206720006 atas nama  Gusti
Kanjeng Ratu Pakoe Boewono (fotokopi
sesuai dengan asli);

Paspor Republik Indonesia No. X2381368
atas nama Gusti Kanjeng Ratu Pakoe
Boewono, tanggal 31 Agustus 2023 (fotokopi
sesuai dengan asli);

Nawala Kakancingan Sabda Dalem Angka:
PB XIIl.A.002.2012 sesebutan sarta jeneng
Kanjeng Ratu Pakoe Boewono, tanggal 24
Pebruari 2012 (fotokopi sesuai dengan aslli);
Nawala Kakancingan Sabda Dalem Angka:
PB XIII.A.003.2012 sesebutan sarta jeneng
Gusti Kanjeng Ratu Pakoe Boewono, tanggal
15 Juni 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
Foto Keluarga Inti SISKS Pakoe Boewono
XII' (1945-2004) (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

Nota Kesepahaman antara SDISKS Paku
Buwana XlllI-Hangabehi dengan SDISKS
Paku Buwana-Tedjowulan tentang
Pelestarian Keraton Kasunanan Surakarta
sebagai Peninggalan Budaya Bangsa dan
Umat Manusia, tanggal 22 Mei 2012

(fotokopi sesuai dengan asli);
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11. Bukti Tl Intervensi-11

12. Bukti Tl Intervensi-12

13. Bukti Tl Intervensi-13

Perjanjian ~ Perdamaian  antara  Tuan
S.1.S.K.S. Pakoe Boewono XIllI dengan Tuan
G.R.M. Suryo Bandono/G.P.H. Puger,
Nyonya Dra. G.R.Ay. Koes Moertiyah, Tuan
Dr. KP. Eddy Wirabhumi, S.H., M.M., Nyonya
G.R.Ay. Koes Supiyah, Tuan K.P.M.H.
Satriyo Hadinagoro, Nyonya G.R.Ay. Koes
Handariyah, Nyonya G.R.Ay. Koes
Sapardiyah, Nyonya G.R.Ay. Koes
Isbandiyah, Nyonya G.R.Ay. Koes Indriyah,
Nyonya G.R.Ay. Timoer Rumbai Kusuma
Dewayani, Tuan B.R.M. Bimo Rantas S R H
W, Tuan B.R.M. Adityo Soeryo Harbanu,
Tuan B.R.M. Sardiatmo Brotodiningrat, Tuan
B.R.M. Djoko Marsaid, Tuan R.M. Djoko Budi
Suharnowo, Tuan K.R.M.H. Bambang
Sutedjo, Tuan Markus Winarno tentang
Pelestarian Karaton Kasunanan Surakarta
Hadiningrat sebagai Peninggalan Budaya
Bangsa dan Umat Manusia, tanggal 23 Juni
2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

Surat Pernyataan Perubahan Data
Kependudukan Warga Negara Indonesia
atas nama S.1.S.K.S. Pakoe Boewono XiIlI,
tanggal 03 Agustus 2017 (fotokopi sesuai
dengan asli);

Surat Pernyataan Perubahan Data
Kependudukan Warga Negara Indonesia
atas nama Kangjeng Ratu Pakoe Boewono,
tanggal 03 Agustus 2017 (fotokopi sesuali

dengan asli);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Bukti TIl Intervensi-14

Bukti TII Intervensi-15

Bukti TII Intervensi-16

Bukti TII Intervensi-17

Bukti TII Intervensi-18

Bukti TII Intervensi-19

Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia
atas nama Gusti Kanjeng Ratu Pakoe
Boewono, tanggal 10-06-2021 (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

Foto Perubahan Elemen Data
Kependudukan atas nama SISKS Pakoe
Boewono XlII dan Gusti Kanjeng Ratu Pakoe
Boewono ke Kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Kota Surakarta (foto sesuai
dengan foto);

Keterangan Ahli DR. Hamdan Zoelva, S.H.,
M.H. mengenai Kekuatan Akta Perdamaian,
tanggal 29 November 2018 (fotokopi sesuai
dengan asli);

Surat Pengageng Sasana Wilapa Ketua
Lembaga Dewan Adat Karaton Surakarta
Hadiningrat Nomor: Na.0224.251.01.SW.W
kepada Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Perihal:
Permohonan Keterangan, tanggal 25 Januari
2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
Sabda Sri Susuhunan SISKS Pakoe
Boewono XllI Nomor: 001 Tahun 2025,
tanggal 25 Januari 2025 (fotokopi sesuai
dengan asli);

Keputusan S.I.S.K.S. Pakoe Boewono Xl
Nomor 001/SS Tahun 2022 tentang
Penugasan KP. H. Dany Nur Adiningrat, S.
IP sebagai Pengageng/Pangarsa Bebadan
Sasana Wilapa Karaton  Kasunanan
Surakarta Hadiningrat, tanggal 21 Oktober

2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
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20. Bukti Tll Intervensi-20

21. Bukti Tll Intervensi-21

22. Bukti Tl Intervensi-22

23. Bukti Tl Intervensi-23

24. Bukti Tll Intervensi-24

Putusan Nomor 330 K/Pdt/2020 antara Ny.
G.R.Ay. Koes Moertiyah, dkk (para Pemohon
Kasasi) lawan Sampeyan Dalem Ingkang
Sinuhun Kangjeng Susuhunan (S.1.S.K.S)
Pakubuwono XIII Hangabehi (Termohon
Kasasi), tanggal 27 Februari 2020 (fotokopi
sesuai Salinan);

Putusan Nomor 1950 K/Pdt/2022 antara Ny.
B.R.A. Salindri Kusumo D.A., dkk (Para

Pemohon Kasasi) lawan 1. Sampeyan

Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng
Susuhunan S.I.S.K.S. Pakubuwono XiIi
Hangabehi (Termohon Kasasi), 2.

Pemerintah Negara Kesatuan Republik
Indonesia cq Presiden Republik Indonesia cq
Kementerian Dalam  Negeri  Republik
Indonesia, 3. Tuan Kangjeng Gusti
Panembahan Agung Tedjowulan (Para Turut
Termohon Kasasi), tanggal 29 Agustus 2022
(fotokopi sesuai salinan);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
430-2933 Tahun 2017 tentang Penetapan
Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan
Surakarta, tanggal 21 April 2017 (fotokopi
sesuai dengan asli);

Video Penandatangan Perjanjian
Perdamaian dan Sumpah Prasetya, tanggal
23 Juni 2017 (video sesuai dengan video);
Video Penandatanganan Dokumen oleh
SISKS Pakoe Boewono XllI di Sasana
Narendra tanggal 27 April 2025 dan di
Lojigandrung tanggal 10 Agustus 2024 serta
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di Novotel tanggal 26 Juli 2023 (video sesuai

dengan video);

25. Bukti Tll Intervensi-25 : Foto Keluarga Inti SISKS Pakoe Boewono

X, Gusti Kanjeng Ratu Pakoe Boewono,
Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom
Hamangkunegoro Sudibya Rajaputra

Narendra Mataram (foto sesuai foto);

26. Bukti Tl Intervensi-26 : Nawala Dhawuh Dalem Angka:

018/NDD/PBXIII-KKSH/VII1/2024, tanggal 3
September 2024 beserta lampirannya

(fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti Tl Intervensi-27 : Tanda Terima Gaji Pengageng Bebadan

Tahun 2024 beserta lampirannya (fotokopi
sesuai dengan scan);

Penggugat mengajukan 1 (satu) ahli bernama Dr. Muhammad Bagus

Adi Wicaksono, S.H., M.H., yang telah memberikan pendapat di bawah

sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Dr.

Muhammad Bagus Adi Wicaksono, S.H., M.H., pada pokoknya

memberikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mekanisme tentang perubahan nama dan pencatatan nama pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Undang-undang
Nomor 23 tahun 2006 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 mengatakan bahwa perubahan nama dapat dilakukan
oleh siapa saja bisa warga negara Indonesia ataupun warga asing.
Seseorang yang akan melakukan perubahan nama harus ada penetapan
Pengadilan. Prosedur Perubahan Nama: 1) Pengajuan Permohonan ke
Pengadilan Negeri: Pemohon mengajukan permohonan perubahan
nama ke Pengadilan Negeri di wilayah domisilinya; 2) Syarat
Permohonan: Pemohon harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan
oleh Pengadilan Negeri, seperti surat permohonan, fotokopi KTP, KK,
akta kelahiran, dan lain-lain; 3) Penetapan Pengadilan Negeri:

Pengadilan Negeri kemudian akan memproses permohonan dan

Halaman 89 dari 113 halaman Putusan Nomor 3/G/2025/PTUN.SMG



membuat penetapan terkait perubahan nama; 4) Pelaporan ke Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil): Setelah penetapan
Pengadilan Negeri diperoleh, pemohon wajib melaporkan perubahan
nama ke Disdukcapil tempat domisilinya dalam waktu paling lambat 30
hari; 5) Pencatatan di Akta Kelahiran dan Dokumen Lain: Disdukcapil
akan mencatat perubahan nama pada akta kelahiran dan dokumen
kependudukan lainnya, seperti KTP dan KK;

Bahwa pembetulan nama menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun

“y 9

2006, contohnya Maysaroh dari yang tadinya memakai “y” berganti

menjadi Maisaroh memakai huruf “”. Contoh lain, Bagas berubah
menjadi Bagus. Untuk pergantian nama yang demikian tidak memerlukan
Penetapan Pengadilan. Hanya perlu membawa ijazah, akan disamakan
dengan nama ijazah atau nama sebelumnya. Tetapi bila berubah nama
dari Bagus menjadi Budi maka ada catatan dibelakang akta. Berkaitan
dengan perubahan nama dari Prameswari Gusti Kanjeng Ratu Pakoe
Boewono tetap harus ada penetapan dari Pengadilan, karena bunyi dari
undang-undang menyebutkan demikian;

Bahwa terkait aplikasi SIAK, Pendataan kependudukan dan catatan sipil
yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pada mulanya
dikenal dengan istilah SIMDUK (Sistem - Informasi Manajemen
Kependudukan) pada tahun 1996. Namun pada pelaksanaannya di
lapangan, sistem ini memiliki banyak kelemahan sebagai sebuah sistem
yang mengelola data kependudukan. Berdasarkan hasil evaluasi
terhadap SIMDUK. Kemudian pada tahun 2000, diganti menjadi Sistem
Register Penduduk, tahun 2005 diganti lagi menjadi Sistem Informasi
Kependudukan Terapan dan terakhir tahun 2020 berubah menjadi SIAK,
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

Bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam perubahan atau pergantian
nama yaitu: 1) Penetapan Pengadilan; 2) KK dan KTP; 3) Kutipan
Catatan Pengadilan; 4) Apabila warga negara asing harus ada passport;
5) Form F2 4.1; 6) Verifikasi; 7) Perekaman dimasukan dalam database;

8) Catatan pinggir; 9) Baru diserahkan kepada pemohon;
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Bahwa produk dari perubahan nama adalah KK dan KTP, serta data
kependudukan akan berganti;

Bahwa perubahan nama di KTP dan KK tanpa ada Penetapan
Pengadilan dianggap tidak sah, bisa dikembalikan ke nama sebelumnya
dan bisa dibatalkan, dan yang berhak mengkoreksi adalah pihak yang
merasa dirugikan dan yang menerbitkan;

Bahwa ketika ada perubahan nama misalnya dengan gelar maka ada
catatan pinggir meskipun terjadi perubahan sebanyak 6 kali;

Bahwa tidak ada pengecualian dalam peraturan perundang-undangan
terkait syarat pergantian nama di Karaton sehingga tetap harus melalui
penetapan pengadilan;

Bahwa Pencatatan data kependudukan ada 2: 1) Data Perorangan,
melilputi NIK, Nama, Alamat dan Pendidikan; 2) Data Kualitatif, untuk
sektor lain. Apabila seseorang mengubah namanya, otomatis database
juga berubah;

Bahwa hakekat pencatatan sipil menurut Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pencatatan
peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan
sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan ini
bersifat aktif, artinya setiap peristiwva penting harus dilaporkan oleh
penduduk ke instansi pelaksana. Pencatatan adalah hak bukan
kewajiban. Pencatatan dari Undang-undang atau peraturan berkembang
dinamis sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk
mengikuti peristiwa kependudukan;

Bahwa alasan perubahan nama harus melalui penetapan pengadilan
adalah untuk menjamin kepastian hukum, karena apabila tidak maka
setiap orang dapat mengubah nama kapan saja dan kepastian hukum
hanya bisa didapat dari penetapan pengadilan;

Bahwa hasil dari perubahan nama akan dapat mengubah akta kelahiran;
Bahwa dalam hukum positif, penambahan gelar diperbolehkan tapi tidak
mengubah nama secara keseluruhan, tetap ada ada nama asli yang

harus dicantumkan;
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- Bahwa formulir yang harus ditandatangani yang bersangkutan dari
kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan
perubahan nama dapat melalui diskresi bila hanya dapat dilakukan
dalam pembetulan saja, untuk perubahan yang besar harus dilakukan
melalui penetapan pengadilan. Penambahan gelar adat, gelar
pendidikan, gelar kehormatan bisa dicantumkan tanpa menghilangkan
nama asli;

- Bahwa Hukum Positif yang berlaku untuk perubahan nama tetap
menggunakan Penetapan Pengadilan. Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil bersifat pasif, menerima permohonan perubahan nama
dan dalam arti bila tidak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
maka akan ditolak;

Tergugat tidak mengajukan ahli meskipun Pengadilan telah
memberikan kesempatan di persidangan;
Tergugat Il Intervensi mengajukan 2 (dua) ahli bernama Prof. DR.

Djoko Suryo dan Hamdan Zoelva, S.H., M.H. yang telah memberikan

pendapat di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

1. Prof. DR. Djoko Suryo, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai
berikut:

- Bahwa konsep kekuasaan raja dalam tradisi Jawa memiliki akar
historis yang dalam dan kompleks. Sejak masa kerajaan Hindu-Budha
seperti Majapahit, raja dipandang sebagai manifestasi kekuasaan
aristokrasi, bukan sekadar pemimpin duniawi. Ketika Islam masuk dan
berkembang di Nusantara, terjadi proses akulturasi yang
mengintegrasikan konsep sakralitas raja dengan nilai-nilai Islam,
tanpa sepenuhnya meninggalkan struktur kosmologis sebelumnya.
Kesultanan Demak menjadi contoh awal perubahan tersebut, diikuti
oleh Dinasti Mataram Islam yang memperdalam hubungan antara raja
dan mistisisme Islam Jawa. Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat
memiliki kedudukan dimana Raja yang memiliki kekuasaan yang
absolut. Raja tidak bisa disanggah. Raja mempunyai kekuasaan

mutlak;
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- Bahwa kekuasaan absolut masih relevan dengan jaman sekarang
karena merupakan ciri dari karaton, kekuasaan raja adalah absolut;

- Bahwa setelah kemerdekaan kerajaan sudah ditetapkan sebagai
bagian dari budaya Republik Indonesia. Kalau Sultan menerima yang
berarti rakyat atau masyarakat juga mesti mengikuti, Karaton sebagai
bagian atau aset budaya di Indonesia. Kerajaan juga tunduk dan
menjadi bagian dari budaya bangsa;

- Bahwa pemberian gelar kepada prameswari merupakan hak dari
Sinuwun dan merupakan hak Beliau untuk memberikan gelar kepada
siapapun termasuk dalam mencabut jabatan seseorang;

- Bahwa dalam ketentuan konstitusi Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang
Dasar 1945 mengakui Hukum Adat, dimana sultan mempunyai
kekuasaan atau wewenang untuk memerintah;

- Bahwa untuk menjadi Prameswari harus dicatatkan dalam KK atau
KTP karena setelah kemerdekaan, Karaton Surakarta sudah
menyatakan diri bagian dari Republik Indonesia, maka aturan yang
berlaku di Republik Indonesia juga harus ditaati oleh masyarakat atau
orang-orang yang ada di lingkungan Karaton Surakarta;

- Bahwa semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang
sama termasuk pencatatan atau perubahan nama dalam KK ataupun
KTP;

Hamdan Zoelva, S.H., M.H., pada pokoknya memberikan pendapat

sebagai berikut:

- Bahwa Akta perdamaian dalam perkara ini yang dibuat pada tahun
2017 karena adanya perkara di Pengadilan dan yang kemudian
diakhiri dengan perjanjian perdamaian. Akta perdamaian sama
dengan putusan pengadilan dimana mempunyai kekuatan hukum
yang sangat kuat dan tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak;

- Bahwa Perjanjian perdamaian bisa dibatalkan dengan putusan
Pengadilan. Apabila salah orang atau subyeknya dan karena ada
paksaan, jika ditemukan syarat tersebut maka perjanjian perdamaian

bisa batal dengan sendirinya karena tidak memenuhi syarat tersebut;
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Bahwa perjanjian perdamaian mempunyai kekuatan sama dengan
Putusan Pengadilan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata
menyatakan perjanjian perdamaian memiliki kekuatan hukum yang
sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap (inkracht). Perjanjian tersebut tidak dapat dibantah dengan
alasan adanya kesalahan hukum atau karena salah satu pihak merasa
dirugikan;

Bahwa apabila dalam perjanjian terdapat kesalahan cukup
kesepakatan para pihak bila tidak harus ada putusan dari Pengadilan;
Bahwa Dalam hukum positif, perjanjian adalah suatu perbuatan di
mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap pihak lain atau
lebih. Perjanjian ini merupakan persetujuan yang diakui oleh hukum
dan menjadi dasar bagi terjadinya hak dan kewajiban antara para
pihak. Kesepakatan tentang obyek tertentu berdasarkan KUHPerdata
dengan alasan yang sah dan mengikat seperti undang -undang;
Bahwa Perjanjian dianggap sah kecuali ada kesalahan subyek atau
pokok perselisihan atau terjadi penipuan dan paksaan jika tidak
memenuhi hal tersebut perjanjian tetap berlaku. Kalaupun memenuhi
unsur itupun harus ada penetapan dari Pengadilan. Perjanjian dapat
dibatalkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata) jika tidak memenuhi syarat subjektif atau objektif yang diatur
dalam Pasal 1458 KUH Perdata. Jika tidak memenuhi syarat subjektif
(kesepakatan dan kecakapan), perjanjian dapat dibatalkan. Jika tidak
memenuhi syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal),
perjanjian batal demi hukum;

Bahwa perjanjian tidak bisa dibatalkan sepihak, tidak sah dan tidak
berlaku;

Bahwa setelah membaca Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor
330 K/Pdt/2020 tertanggal 27 Februari 2020, tidak ada yang
menyatakan membatalkan perjanjian perdamaian, dalam putusan
tersebut tegas sekali menyebutkan bahwa Menerima permohonan

Kasasi dari Pemohon Kasasi, yang intinya menegaskan kembali
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perjanjian damati tetap berlaku dan sah serta tidak menemukan
kalimat yang membatalkan perjanjian perdamaian;
Bahwa putusan Perkara Nomor 1950 K/Pdt/2022 tertanggal 29
Agustus 2022 tersebut tidak ada yang menyebutkan perjanjian damai
dibatalkan;
Bahwa Penggugat sebagai Pengageng Sasono Wilopo dalam
mengajukan gugatan harus ada persetujuan dari Sinuhun dan dalam
Karaton semua tindakan harus ada persetujuan dari Sinuhun.
Sehingga tidak sah atau tidak memiliki legal standing bila semua
tindakan dilakukan tanpa persetujuan dari Sinuhun;
Bahwa bila raja melanggar hukum adat ada satu contohnya, dimana
Sultan Hamengkubowono X dari Yogyakarta untuk mengubah suatu
tradisi dimana pelanjut raja adalah anak laki-laki. Kemudian Raja
mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi untuk mengubah aturan
Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat yang agar untuk menjadi raja
tidak harus laki-laki;
Bahwa Bila ada pihak yang menarik diri dalam suatu perjanjian, tidak
akan mengubah perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut tetap
berlaku dan perjanjian tersebut tetap sah. Bila akan keluar / tidak
sepakat mengenai isi perjanjian tersebut maka dapat mengajukan
gugatan di pengadilan;

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama

BRM. Suryanto dan Bambang Sutedjo, KRMH., dimana telah memberikan

keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1.

BRM Suryanto, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi sebagai pengageng sasono wilopo sebagai Sekretaris
Negara Keraton atau Panitero Dalem di Karaton Surakarta sejak tahun
2004 sampai dengan sekarang;

Bahwa tugasnya adalah mengurusi surat menyurat, dawuh dalem atau
perintah dari raja melalui pengageng sasono wilopo;

Bahwa saksi juga sebagai Ketua RT di wilayah Karaton Surakarta
sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
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Bahwa saksi tahu ada perubahan nama Tergugat Il Intervensi pada
saat sholat Jum’at ada pengumuman di papan pengumuman Masjid
Paromo Sono dan nama Tergugat Il Intervensi tercantum dalam DPT
tahun 2024;

Bahwa saksi tidak memberitahukan kepada Penggugat terkait adanya
perubahan nama Tergugat Il Intervensi di papan Pengumuman
tersebut;

Bahwa sebelum menjadi nama Tergugat Il Intervensi adalah KRAYy.
Pradapaningsih;

Bahwa pada tahun 2019 nama Tergugat Il Intervensi sudah menjadi
Gusti Kanjeng Ratu Pakoe Boewono;

Bahwa di Karaton Surakarta ada 2 perubahan nama yaitu nama
paring dalem (labuh lebet di Karaton/nama pemberian gelar) dan
nama asli, sedangkan nama Tergugat Il Intervensi adalah nama
paring dalem dan nama saksi adalah nama asli dari lahir;

Bahwa perubahan nama Tergugat Il Intervensi menimbulkan sedikit
gesekan pertikaian/ketidakharmonisan dikarenakan untuk memakai
nama gelar itu harus melalui mekanisme tertentu dan sebelumnya
tidak ada permasalahan terkait perubahan nama di Karaton Surakarta;
Bahwa Pakoe Boewono XIlI memiliki 3 istri, untuk Tergugat II
Intervensi adalah istri ketiga, sedangkan dengan istri pertama sudah
bercerai dengan gelar KRAy dan istri kedua sudah meninggal dunia
dengan gelar KRAYy;

Bahwa terkait pemberian gelar, dari Sinuhun kemudian disampaikan
ke pengageng sasono wilopo;

Bahwa tahun 2014 saksi tidak tahu apa sudah bernama Tergugat Il
Intervensi, sedangkan tahun 2019 sudah menjadi nama Tergugat Il
Intervensi yakni Gusti Kanjeng Ratu Pakoe Boewono;

Bahwa untuk menjadi pengageng ada angger-anggernya dan yang
berada dibawah pengageng sasono wilopo adalah Pengageng
Sasono Prabu, Pengageng Setyo Budoyo, Pengageng Yudisworo,
Kartipuro, keparak mandoro, Pasintren, dan Kasentanan;
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Bahwa pemberian gelar untuk abdi dalem hanya dari Pengageng
Badra Karaton, sedangkan Sentono Dalem yang masih mempunyai
garis keturunan harus melalui Sasono Wilopo;

Bahwa saksi tidak tahu terkait Keputusan Presiden Nomor 23 tahun
1988 dan perjanjian perdamaian;

Bambang Sutedjo, KRMH., pada pokoknya memberikan keterangan

sebagai berikut:

Bahwa saksi sebagai abdi dalem/sentolo dalem Karaton Surakarta;
Bahwa tugas saksi dalam sasono wilopo adalah menangani keluar
masuknya surat dari dan untuk karaton atau raja;

Bahwa saksi tidak tahu berapa kali perubahan nama Tergugat I
Intervensi, hanya tahu perubahan terakhir yakni Gusti Kanjeng Ratu
Pakoe Boewono dari media massa sejak 5 atau 10 tahun yang lalu;
Bahwa sepengetahuan saksi yang bisa diijjadikan prameswari di
Karaton Surakarta harus melihat bibit, bebet bobotnya dan syarat
menjadi prameswari antara lain: 1) masih perawan, 2) ada darah atau
keturunan raja baik itu keturunan raja dari Yogyakarta, Cirebon
ataupun 3) cicit dari seorang raja/bangsawan;,

Bahwa saksi tidak tahu apakah sentolo dalem mengetahui jika Raja
Pakoe Boewono telah mencatatkan perubahan nama ke Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta,

Bahwa ada gejolak atas perubahan nama Tergugat Il Intervensi
dikarenakan perubahan nama tersebut telah melanggar adat dan adat
telah dijamin oleh Undang-Undang;

Bahwa Nawulo kekancingan (Keputusan Raja) tidak lepas dari adat
atau budaya, ada aturan yang melekat perkataan Sinuhun saat itu
bisa dikatakan Sabdo Pandito Ratu, tetapi Sabdo Pandito Ratu harus
ada persetujuan Ulomo, paran ulomo, paran puro karso, bebadan;
Bahwa Sinuhun Pakoe Boewono XllI membentuk bebadan untuk
membantu Sinuhun. Ada beberapa bebadan antara lain: 1. Sasono
Wilopo yang dibentuk untuk memberikan masukan kepada adat atau
komunitas dalam adat, 2. Kasentanan, yang membawahi keluarga
sentono, 3. Yudisworo, untuk mengurusi masalah ulomo dan kuburan
4. Mendoro Budoyo, yang mengurusi masalah kesenian/seniman
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termasuk juga musium. 5. Pengageng Keputren, mengurusi putri-putri,
anak-anak yang masih dibawah umur dan istri-istri atau selir raja.
Untuk anak-anak yang sudah akil baligh harus keluar dari Pengageng
Keputren. Dan Laki-laki tidak boleh masuk kedalam Pengageng
Keputren. 6. Sasono Pustoko atau perpustakaan, yaitu menghimpun
semua surat-surat secara tertulis ataupun dari media serta sejarah
dari Karaton sejak berdiri hingga saat ini. Semua tercatat disana;

- Bahwa Nawulo Sinuwun bisa dikoreksi oleh keluaga besar
Kasentanan;

- Bahwa upaya dari Sentono untuk merevisi Nawulo Sinuhun dengan
mengingatkan atau memberi tahu tapi masalahnya sentono atau kami
masih menunggu dari Putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan
diakuinya Lembaga Adat;

- Bahwa saksi tahu perjanjian perdamaian (bukti TIlInt-11) dan
mendatangani perjanjian tersebut, akan tetapi perjanjian tersebut
sudah dibatalkan karena Raja Ingkar janji;

- Bahwa saksi pernah melihat bukti TIl Int-20 dan P-7, akan tetapi tidak
tahu isinya;

Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan telah
memberikan kesempatan pada persidangan;

Tergugat Il Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang
bernama H. KPA. Dany Nur Adiningrat Dany Nursugama, S.IP. dan Hari
Sulistiyono, dimana telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut
agama dan kepercayaannya:

1. H. KPA. Dany Nur Adiningrat Dany Nursugama, S.IP., pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Pengageng Sasono Wilopo sejak
tanggal 21 Oktober 2022;

- Bahwa tugas saksi adalah mematuhi dawuh Sampeyan Dalem
Ingkang Sinuhun Pakoe Boewono XIII dalam menjalankan tugas
administrasi, dalam menyampaikan dawuh dalem bisa disampaikan
langsung oleh Sinuhun tapi biasanya disampaikan melalui Pengageng

Sasono Wilopo;
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Bahwa yang menjabat sebagai Pengageng Sasono Wilopo sebelum
saksi adalah Gusti Koes Sapardyah;

Bahwa masa kerja Pengageng Sasono Wilopo setiap 5 tahun bisa
diperpanjang, semua tergantung dari dawuh dalem. Gelar atau
jabatan Pengageng Sasono Wilopo bisa dicabut oleh Sinuhun
sewaktu-waktu, perintah dari Raja tanpa melalui Pengageng Sasono
Wilopo juga bisa karena kekuasaan ada pada Beliau (Raja);

Bahwa perubahan nama dari Tergugat Il Intervensi tidak melalui saksi
(Pengageng Sasono Wilopo), tapi melihat suratnya ada stempel dan
ada tanda tangan Sinuhun;

Bahwa saksi tidak tahu ketika Tergugat Il Intervensi dan Sinuwun
mendaftarkan perubahan nama, tapi tahu nama Gusti Kanjeng Ratu
sudah berubah dan menjadi Prameswari;

Bahwa pada awal tahun 2022 saksi pernah melihat perubahan nama
Tergugat Il Intervensi di KTP dan diangkat menjadi prameswari pada
tahun 2012;

Bahwa tidak ada perayaan khusus saat perubahan nama, akan tetapi
ada perayaan Jumenengan Dalem. Setiap tahunnya dan pada saat itu
Sinuhun memberikan penghargaan atau pemberian gelar kepada
beberapa nama, biasanya perayaan tersebut digabungkan;

Bahwa Penggugat pernah menjadi Pengageng Sasono Wilopo dan
sudah diberhentikan sejak perjanjian perdamaian ditanda tangani
(disepakati);

Bahwa perubahan nama Tergugat Il Intervensi hanya di KTP dan KK,
sedangkan Akta masih nama asal;

Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 330 K/Pdt/2020 tidak
berkaitan dengan membatalkan atau menganulir perjanjian
perdamaian;

Bahwa Pakoe Boewono Xl hanya memiliki 1 (satu) istri yakni Gusti
Kanjeng Ratu Pakoe Boewono (istri ketiga), dimana Istri pertama
Gusti Timur Rumbai bercerai pada tahun 1970-an, dan mendapat

gelar KRay. Istri kedua tidak mempunyai gelar dan bercerai juga tapi
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sekarang sudah meninggal. Istri ketiga, ada pernikahan siri sebelum
Sinuhun menjadi raja. Setelah menjadi raja menjadi istri Sinuhun;

- Bahwa istri pertama ada tiga putri, dengan istri kedua ada tiga putri
juga (Gusti Nia, Gusti Mangkubumi dan Gusti Putri). Sedangkan
dengan istri ketiga ada satu putra yaitu Kanjeng Gusti Pangeran
Haryo Puruboyo;

- Bahwa Pengageng Sasono Wilopo tidak bisa bergerak tanpa adanya
titah dari Sinuhun. Segala sesuatu yang dikerjakan atas perintah atau
petunjuk dari Sinuhun. Tidak bisa mengubah bebadan lain tanpa ijin
dari Sinuwun sehingga pengageng sasono wilopo tidak bisa
mengajukan gugatan tanpa ada persetujuan dari Sinuhun;

- Bahwa sah kekancingan Raja meskipun hanya gelar saja tanpa ada
nama asli atau nama gelar;

2. Hari Sulistiyono, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa tahun 2007 saksi sebagai sentono dalem (kerabat dalem) dan
gelar saksi adalah Kanjeng Pangeran Haryo Adipati atau KPHA serta
saksi tidak mengubah nama gelar di KTP;

- Bahwa tugas saksi adalah mengurusi finansial dan aset Karaton
Surakarta;

- Bahwa saksi sering dimintakan pendapat untuk pemberian gelar oleh
Pakoe Boewono, akan tetapi terkait perubahan nama Tergugat Il
Intervensi saksi tidak berkompeten hanya sudah sepatutnya
pemberian gelar tersebut;

- Bahwa perubahan nama Tergugat Il Intervensi pada saat jumenengan
tahun 2017 diangkat menjadi Gusti Kanjeng Ratu Pakoe Boewono
yang sebelumnya Kanjeng Ratu Pakoe Boewono, dan hampir semua
keluarga karaton hadir pada acara tersebut;

- Bahwa Penggugat adalah adik dari Pakoe Boewono;

- Bahwa Penggugat diberhentikan dari Pengageng Sasono Wilopo dan
digantikan oleh Gusti Koes Sapardyah dan sekarang dijabat oleh H.

KPA. Dany Nur Adiningrat Dany Nursugama, S.IP.;
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- Bahwa perjanjian perdamaian belum dibatalkan dan dalam putusan
Mahkamah Agung tidak menyebutkan perjanjian perdamaian
dibatalkan;

- Bahwa bebadan yang ada di Karaton tidak bisa mengajukan gugatan
tanpa iijin dari Sinuwun;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat Il Intervensi masing-masing telah
mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui
Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Mei 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita
Acara Sidang Elektronik dan Berita Acara Sidang telah termuat serta
merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah
diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini
adalah Pencatatan Perubahan Nama dari semula bernama “Winarni” menjadi
Gusti Kanjeng Ratu Pakoe Boewono, NIK. 3372034206720006, Tempat tgl
Lahir: Sragen, 20-06-1972, Tempat tinggal: Karaton Kasunanan Surakarta
Hadiningrat, Kel. Baluwarti, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta (vide bukti T-
01);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
dan Tergugat Il Intervensi masing-masing telah mengajukan jawabannya,
dimana di dalam masing-masing jawaban tersebut terdapat eksepsi sehingga
sebelum  mempertimbangkan  pokok perkara, Pengadilan akan
mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan
Tergugat Il Intervensi sebagai berikut:

EKSEPSI;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa eksepsi dan
pokok perkara pada jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat Il
Intervensi, maka Pengadilan menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh
Tergugat dan Tergugat Il Intervensi berkaitan dengan:

Eksepsi Tergugat:
1. Eksepsi mengenai gugatan obscure libel,
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2. Eksepsi mengenai gugatan melewati tenggang waktu;

3. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki legal standing;

Eksepsi Tergugat Il Intervensi:

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut;

2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat daluarsa;

3. Eksepsi mengenai kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan
Penggugat dirugikan;

Eksepsi mengenai gugatan Penggugat obscuur libel;
Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim
berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap
waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang
kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia
karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak
berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum
disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus
diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat
diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Il Intervensi angka 1 termasuk
jenis eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan
sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi selebihnya
oleh Tergugat dan Tergugat Il Intervensi berkaitan dengan eksepsi lain
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana eksepsi
tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat eksepsi mengenai
kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat Il Intervensi, namun Majelis

Hakim berpendapat untuk menentukan bahwa apakah objek sengketa a quo
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merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang harus
terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal dalam pengajuan suatu
gugatan sebagai pintu masuk dalam menyelesaikan suatu perkara di
Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa  selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan
Tergugat Il Intervensi mengenai gugatan Penggugat melewati tenggang
waktu atau daluarsa sebagai salah satu bagian syarat formal dalam
pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang
pada pokoknya menyatakan Penggugat baru mengetahui objek sengketa
pada tanggal 2 Desember 2023 di Papan Pengumuman Masjid Paramosono
Kompleks Karaton Surakarta Hadiningrat pada Lembar Kertas Daftar Pemilih
Tetap (DPT) Pemilu 2024 (vide gugatan Penggugat bagian Ill. Tenggang
Waktu Mengajukan Gugatan dan Upaya Administrasi halaman 5 dan 6);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsi dalam
jawabannya yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengetahui dan
merasa dirugikan atas adanya nama Gusti Kanjeng Ratu Pakoe Boewono
pada tanggal 2 Desember 2023 dan diajukan keberatan administrasi pada
tanggal 10 Juni 2024 sehingga gugatan Penggugat telah melewati tenggang
waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo
SEMA Nomor 2 Tahun 1991 (vide Jawaban Tergugat bagian Dalam Eksepsi
angka 2 halaman 2);

Menimbang, bahwa Tergugat Il Intervensi mendalilkan eksepsi
dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Pasal 48
dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara maka Penggugat telah melewati batas waktu sehingga
gugatan menjadi kadaluarsa (vide jawaban Tergugat Il Intervensi bagian I.
Dalam Eksepsi angka 6 dan 7 halaman 8 sampai dengan 10);
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya membantah dalil
eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi yang pada pokoknya Penggugat
tetap mempertahankan dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum antara
Penggugat, Tergugat dan Tergugat Il Intervensi mengenai gugatan
Penggugat melewati tenggang waktu atau daluarsa tersebut, Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang diajukan pada dasarnya
harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil, salah satu syarat formal
yang harus dipenuhi ialah tenggang waktu pengajuan gugatan yang mana
hal ini sesuai dengan asas actio temporalis dalam hukum acara Peradilan
Tata Usaha Negara, yaitu asas mengenai pembatasan tenggang waktu
dalam pengajuan gugatan dan secara limitatif ditentukan dalam Pasal 55
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
mengatur bahwa: “‘Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu
sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya
Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”,

Menimbang, bahwa dengan demikian tenggang waktu gugat
(beroepstermijn) adalah batas waktu yang diberikan kepada orang atau
badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara yang artinya perlindungan hukum terhadap orang atau badan hukum
perdata untuk mengajukan gugatan hanya diberikan dalam tenggang waktu
tersebut;

Menimbang, bahwa tenggang waktu gugat juga mempunyai arti
penting bagi badan/pejabat tata usaha negara sebagai pihak yang
menerbitkan keputusan tata usaha negara, yaitu adanya kepastian hukum
bagi suatu keputusan yang dikeluarkannya. Artinya keputusan yang
dikeluarkan tidak akan digugat lagi baik oleh penerima keputusan maupun
oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan
tersebut, setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Sedangkan bagi pihak
penerima keputusan akan memperoleh kepastian hukum bahwa setelah

melewati tenggang waktu gugat, surat keputusan yang diterimanya tidak lagi
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akan diganggu gugat, terutama oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh
surat keputusan tersebut. Dengan demikian semua pihak diberikan tenggang
waktu gugat oleh undang-undang untuk memungkinkan mengajukan gugatan
dan sejalan dengan itu sekaligus untuk membatasi kemungkinan atau
peluang mengajukan gugatan setiap saat di luar batas waktu yang
ditentukan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewajiban melakukan upaya
administratif sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah
Menempuh Upaya Administratif, maka penghitungan tenggang waktu
mestilah memperhatikan tenggang waktu upaya administratif supaya tidak
mengurangi perlindungan hukum terhadap orang atau badan hukum perdata
untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian
Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya
Administratif mengatur pula pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan
gugatan yang bunyinya pada pokoknya tenggang waktu pengajuan gugatan
di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas
upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh
Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani
penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan
Setelah Menempuh Upaya Administratif tidak mencabut ketentuan limitatif
pengajuan gugatan sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai asas preferensi hukum
yakni asas lex superior, Majelis Hakim dalam menghitung tenggang waktu
pengajuan gugatan tetap mempedomani ketentuan Pasal 55 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
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Menimbang, bahwa untuk tetap memberikan perlindungan hukum
kepada Penggugat selama melaksanakan kewajiban melakukan upaya
administratif sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah
Menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim dalam melakukan
penghitungan tenggang waktu pangajuan gugatan membantar waktu selama
Penggugat melakukan upaya administratif jikka Penggugat saat melakukan
upaya administratif tidak melebihi tenggang waktu sembilan puluh hari
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya objek sengketa
sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan menilai objek
sengketa a quo (vide bukti T-01) menunjukkan adanya pencatatan
perubahan nama Tergugat Il Intervensi yang dilakukan oleh Tergugat
sebanyak 12 (dua belas) kali, yaitu:

1. Dari KRAy. Adipati Pradapaningsin Winarni menjadi KRAy. Adipati
Pradapaningsih Winarni (ganda dengan 33720313030831), pada tanggal
21-07-2011;

2. Dari KRAy. Adipati Pradapaningsih Winarni (ganda dengan
33720313030831) menjadi RAy. A.P. Winarni, pada tanggal 13-10-2011;

3. Dari Ray. A.P. Winarni menjadi KRAy. A.P. Winarni, pada tanggal 13-10-
2011;

Dari KRAy. A.P. Winarni menjadi A.P. Winarni, pada tanggal 06-02-2014;
Dari A.P. Winarni menjadi Winarni, pada tanggal 06-02-2014;

Dari Winarni menjadi Kanjeng Ratu Pakoe Boewono, pada tanggal 30-
01-2015;

7. Dari Kanjeng Ratu Pakoe Boewono menjadi Kangjeng Ratu Pakoe
Boewono, pada tanggal 30-01-2015;

8. Dari Kangjeng Ratu Pakoe Boewono menjadi Kanjeng Ratu Pakoe

Boewono, pada tanggal 27-07-2017,

Halaman 106 dari 113 halaman Putusan Nomor 3/G/2025/PTUN.SMG



9. Dari Kanjeng Ratu Pakoe Boewono menjadi Kandjeng Ratoe Pakoe
Boewono, pada tanggal 31-07-2017,

10. Dari Kandjeng Ratoe Pakoe Boewono menjadi Kangdjeng Ratoe Pakoe
Boewono, pada tanggal 31-07-2017,

11. Dari Kangdjeng Ratoe Pakoe Boewono menjadi Kangjeng Ratu Pakoe
Boewono, pada tanggal 10-08-2017; dan terakhir

12. Dari Kangjeng Ratu Pakoe Boewono menjadi Gusti Kanjeng Ratu Pakoe
Boewono, pada tanggal 10-06-2021;

Menimbang, bahwa perubahan nama terakhir yang dicatatkan oleh
Tergugat adalah permohonan dari Tergugat Il Intervensi pada tanggal 10
Juni 2021 (vide bukti T-14) berdasarkan Nawala Kakancingan Sabda Dalem
Angka: PB XIIl.A.003.2012, tanggal 15 Juni 2012 (vide bukti T-06=TII
Intervensi-8);

Menimbang, bahwa dalam pengakuan Penggugat pada dalil
gugatannya terkait tenggang waktu menyatakan mengetahui objek sengketa
a quo pada tanggal 2 Desember 2023 di Papan Pengumuman Masjid
Paramosono Kompleks Karaton Surakarta Hadiningrat pada Lembar Kertas
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 halmana diperkuat oleh
keterangan saksi BRM Suryanto yang menerangkan nama Tergugat Il
Intervensi tercantum dalam DPT 2024 di papan Pengumuman Masjid
Paromosono;

Menimbang, bahwa Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum di
persidangan terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:
1. bahwa objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 10-06-2021 (vide

bukti T-01);

2. bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan
secara tertulis yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 1 April
2024 (vide bukti P-3 dan bukti P-5) dan terhadap keberatan tersebut
tidak ditanggapi/dijawab oleh Tergugat;

3. bahwa Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Walikota
Surakarta pada tanggal 10 Juni 2024 (vide bukti P-4 dan bukti P-6) dan

terhadap banding administrasi tersebut, Walikota Surakarta tidak
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menanggapi/menjawabnya sampai gugatan didaftarkan di Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang;

4. bahwa gugatan Penggugat didaftarkan secara elektronik di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal
15 Januari 2025;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo,
peraturan dasar yang digunakan dalam menerbitkan objek sengketa tidak
mengatur prosedur upaya administratif, sehingga mengenai upaya
administratif dalam sengketa ini menggunakan ketentuan Pasal 75 sampai
dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Pasal 75

(1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau
tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat
Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau
melakukan keputusan dan/atau tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Keberatan; dan
b. Banding
Pasal 77

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua
puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
menetapkan Keputusan;

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima,
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan
sesuai permohonan keberatan;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja;

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan
keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan
Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan;
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(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan
sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan,
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan
sesuai dengan permohonan banding;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja;

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan
banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan
sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mencatatkan perubahan nama
menjadi Gusti Kanjeng Ratu Pakoe Boewono pada tanggal 10-06-2021 (vide
bukti T-01) dan terkait nama Tergugat Il Intervensi yang tercantum dalam
Lembar Kertas DPT Pemilu Tahun 2024 di Papan Pengumuman Masjid
Paramosono Kompleks Karaton Surakarta Hadiningrat menunjukkan bahwa
masyarakat bisa melihat nama-nama yang tercantum dalam DPT termasuk
nama Tergugat Il Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang
bernama BRM Suryanto menyatakan pada tahun 2019, Tergugat I
Intervensi sudah bernama Gusti Kanjeng Ratu Pakoe Boewono dan hal ini
juga diperkuat dengan keterangan saksi Bambang Sutedjo, KRMH yang
mengetahui perubahan nama yang terakhir menjadi Gusti Kanjeng Ratu
Pakoe Boewono sekitar 5-10 tahun yang lalu melalui media massa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sejak kapan Penggugat
mengetahui objek sengketa harus dikaitkan pula kapan Penggugat merasa
dirugikannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat merasa

dirugikan pada tanggal 2 Desember 2023 saat nama Tergugat Il Intervensi
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tercantum dalam DPT Tahun 2024 di papan Pengumuman Masjid Paromo
Sono dan pada tahun tersebut seharusnya Penggugat mengajukan
keberatan kepada Tergugat atas perubahan nama Tergugat Il Intervensi
tersebut paling lambat 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat mengetahui objek sengketa
pada tanggal 2 Desember 2023 dan Penggugat baru menempuh upaya
administratif berupa keberatan pada 1 April 2024 (vide bukti P-3 dan bukti P-
5) maka telah melewati tenggang waktu tenggang waktu pengajuan gugatan
sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihitung sejak diketahuinya
objek sengketa a quo oleh Penggugat tanggal 2 Desember 2023 sampai
dengan didaftarkannya gugatan Penggugat secara elektronik di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15
Januari 2025, diketahui fakta hukum gugatan Penggugat telah melampaui
tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa
Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,
sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat dan
Tergugat Il Intervensi mengenai gugatan Penggugat melewati tenggang
waktu atau daluarsa patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat Il
Intervensi mengenai gugatan Penggugat melewati tenggang waktu atau
daluarsa dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya yang diajukan
oleh Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tidak relevan lagi dipertimbangkan;
POKOK PERKARA,;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat Il

Intervensi mengenai gugatan Penggugat melewati tenggang waktu atau

daluarsa diterima maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi
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dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan
tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima,
maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat
dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan diputuskan
dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang
terjadi dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi
beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap
alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan,
namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat
bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap
dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan ini diucapkan secara elektronik dengan
mengunggah Salinan pada Sistem Informasi Pengadilan sehingga secara
hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum sebagaimana
ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya dan ketentuan hukum
lainnya yang berkaitan;

MENGADILI
EKSEPSI;
- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi mengenai
gugatan Penggugat melewati tenggang waktu atau daluarsa;
POKOK PERKARA;
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 433.500,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus
rupiah);
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Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 10 Juni
2025, oleh NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,
SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn. dan FENI ENGGARWATI, S.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus
pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada
hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu
oleh WIWI WIDIASTUTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pengadilan oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa

Tergugat Il Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota: Hakim Ketua Majelis,
ttd. ttd.
SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn. NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.
ttd.

FENI ENGGARWATI, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd.

WIWI WIDIASTUTI, S.H.
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Biaya-Biaya Perkara Nomor 3/G/2025/PTUN.SMG:

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/ ' Rp 80.000,-
Pemberitahuan, Redaksi)

2. Biaya ATK Rp 225.000,-

3. Biaya Panggilan Sidang :Rp 108.500,-

4. Meterai Putusan Sela/Penetapan ' Rp. 10.000,-
Intervensi

5. Meterai Putusan 'Rp 10.000,- +
Jumlah :Rp 433.500,-

(empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang JI. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Panitera Tingkat Pertama Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Didi Sunardi S.H,.M.H. - 196601301994031001 Email: info@mahkamahagung.go.id
Digital Signature Halaman 113 dari 113 halaman Putusan Nomor 3/G/202&/FHdNaBdicsgo.id

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektron“

- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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